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Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan
Pasal 16 avat (1| Peraturan Menieri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata
Cara Penyvusunan Rencana Strategis Kementerian /Lembaga
Tahun 2025-2029;
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kinera,

Keputusan im mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas
tersusunnya Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi
Agama Samarinda Tahun 2025-2029 tepat waktu. Renstra ini merupakan
hasil kerja kolektif seluruh jajaran Pengadilan Tinggi Agama Samarinda
sebagai wujud komitmen untuk memperkuat kualitas peradilan,
meningkatkan profesionalisme aparatur, serta menghadirkan layanan yang
responsif bagi masyarakat pencari keadilan.

Renstra 2025-2029 menjadi dokumen perencanaan jangka menengah yang
memuat arah kebijakan, sasaran strategis, indikator kinerja, serta program
dan kegiatan lima tahun ke depan. Dokumen ini berfungsi sebagai
pedoman kelembagaan agar pelaksanaan tugas dan fungsi tetap selaras
dengan mandat konstitusi, perkembangan soslal-hukum, dan tuntutan
peningkatan mutu pelayanan publik secara terukur dan berkelanjutan.
Penyusunannya mengacu pada RPJMN 2025-2029, diselaraskan dengan
Renstra Mahkamah Agung RI 2025-2029 dan Cetak Biru Pembaruan
Peradilan 2010-2035. Prosesnya dilakukan secara partisipatif dengan
melibatkan para pemangku kepentingan yang ada. Semoga Renstra ini
menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan yang terarah,
terukur, dan berkesinambungan demi peningkatan kinerja Pengadilan
Tinggi Agama Samarinda di masa mendatang.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Kekuasaan kehakiman berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang
berada di bawahnya dan oleh Mahkamah konstitusi, Kekuasaan kehakiman pada
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya adalah kekuasaan untuk
memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan
kepadanya untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan perundang-undangan,
Badan yang memegang kekuasaan kehakiman dan peradilan ini harus dapat bekerja
dengan baik dalam tugas-tugasnya, sehingga dihasilkan putusan-putusan yang objektif
dan tidak memihak dengan senantiasa menjunjung tinggi hukum dan keadilan.

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang
berada di bawah Mahkamah Agung, dengan kedudukan, tugas, dan kewenangan yang
diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1289 tentang Peradilan Agama. Kehadiran
undang-undang ini menjadi tonggak penting dalam sejarah sistern peradilan nasional
karena untuk pertama kalinya Peradilan Agama ditegaskan sebagal lembaga peradilan
yang setara dengan lingkungan peradilan lainnya, yakni Peradilan Umum, Peradilan Tata
Usaha Negara, dan Peradilan Militer.

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda merupakan salah satu Pengadilan Tingkat
Banding dalam lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di Provinsi Kalimantan
Timur. Secara strukiural dan administratif, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berada
di bawah pembinaan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung
Republik Indonesia. Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, Pengadilan Tingai
Agama Samarinda memiliki tugas utama untuk menegakkan hukum dan keadilan melalui
pemeriksaan serta penyelesaian perkara di tingkat banding. Di samping fungsi yudikatif,
Pengadilan Tinggi Agama Samarinda juga menjalankan fungsi pengawasan, pembinaan,
pengendalian, dan administrasi terhadap Pengadilan Agama Tingkat Pertama vang
berada dalam wilayah hukumnya.
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1980 Tentang Peradilan Agama

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nemor 3 Tahun 2006
dan Undang-Undang Momor 50 Tahun 2009, tugas pokok Fengadilan Tinggi Agama
sebagai Judicial Power, adalah:

T

Pasal 51 ayat (1) menyalakan Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang
mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat
banding, selanjutnya;

Pasal 51 ayat (2) menyatakan Pengadilan Tinggl Agama juga bertugas dan
berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan
mengadili antar-Pengadilan Agama di daerah hukumnya.

Selain tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggl Agama

Samarinda mempunyai fungsi sebagal berikut :

1.
2,

Memberikan pelayanan teknis yustisial bagi perkara banding.

Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding dan administrasi
peradilan lainnya.

Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada
instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur
dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nemeor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan perilaku Hakirm, Panitera,
Sekretaris dan Jurusita di daerah hukumnya.

Mengadakan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan
Agama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan
sewajarmya.

Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan
Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama.

Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti hisab rukyat dan
sebagainya
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Kemudian, dalam rangka menata kembali organisasi dan tata kerja pengadilan sejak
akhir tahun 2015, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam
atas Peraturan Mahkamah Agung Nomer 7 Tahun 2015 mengenai Organizasi dan Tata
Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Peraturan tersebut mengatur
pemisahan jabatan antara Panitera dan Sekretaris Pengadilan, serta melahirkan jabatan-
jabatan struktural baru yang memperkuat sistem tata kelola kelembagaan peradilan agar
lebih efektif, efisien, dan profesional.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, Struktur Organisasi Pengadilan Tinggl Agama
Samarinda dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga secara
optimal serta sesuai dengan prinsip tata kelola peradilan vang baik (good judicial
governance). Susunan organisasi ini terdiri atas unsur pimpinan, Hakim Tinggi, Panitera
beserta jajarannya, serta Sekretaris dengan unit-unit pelaksana di bawahnya.

e
i e g
Sga==-=

Gambar 1. 1 Struktur Organisas) Pengadian Tingg) Agama Samarinda

Dalam struktur ini, unsur pimpinan mensmpati posisi tertinggi yang terdin atas Ketua
dan Wakil Ketua yang bertanggung jawab dalam memimpin, mengoordinasikan, dan
mengawasi seluruh kegiatan pengadilan. Pimpinan berperan menetapkan arah kebijakan
strategis, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aparatur, serta memastikan
pelaksanaan fungsi peradilan berjalan sesuai dengan kelentuan hukum yang berlaku.
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Di bawah pimpinan terdapat unsur Hakim Tinggi yang melaksanakan fungsi teknis
yudisial di ingkat banding. Para Hakim Tinggi bertugas memeriksa dan memutus perkara
banding yang diajukan dari Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tingg
Agama Samarinda. Selain itu, mereka jugs berperan memberikan pembinaan teknis
peradilan kepada satuan kera di tingkat pertama untuk menjaga keseragaman
penerapan hukum serta peningkatan kualitas putusan peradilan agama.

Selanjutnya terdapat unsur Kepaniteraan yang dipimpin oleh Panitera. Paniteras
bertugas membantu pimpinan dalam bidang teknis yudisial, khususnya dalam
pengelolaan administrasi perkara. Kepaniteraan terdiri atas Panitera Muda Banding yang
menangani administrasi dan pengelolaan perkara banding serta Panitera Muda Hukum
yang bertanggung jawab terhadap dokumentasi hukum, statistik perkara, dan penyajian
data hukum serta informasi publik peradilan. Dalam pelaksanaannya, unsur kepaniteraan
didukung oleh pejabat fungsional dan pelaksana yang menangani analisis perkara,
dokumentasi hukum, serta pelayanan operasional kepaniteraan.

Selain unsur kepaniteraan, terdapat pula unsur Kesekretariatan yang dipimpin oleh
Sekretaris. Sekretariat berfungsi memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas
teknis peradilan melalui layanan administrasi, keuangan, perencanaan, dan
kepegawaian. Kesekretariatan terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu Bagian
Perencanaan dan Kepegawaian yang membawahi Subbagian Rencana Program dan
Anggaran serta Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi, dan Bagian Umum
dan Keuangan yang membawahi Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga seria
Subbaglan Keuangan dan Pelaporan. Bagian-bagian tersebut bertanggung jawab dalam
pengelolaan administrasi umum, sarana dan prasarana, pengelolaan keuangan,

pelaporan, serta penyusunan program kerja dan anggaran.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretariat juga didukung oleh kelompok jabatan
fungsional yang terdiri atas perencana, pranata keuangan, pranata komputer, arsiparis,
dan tenaga pelaksana lainnya yang berperan menunjang efektivitas kinerja organisasi.
Melalui strukiur organisasi yang terintegrasi ini, Pengadilan Tinggl Agama Samarinda
diharapkan dapat mewujudkan pelayanan peradilan yang profesional, transparan, dan
akuntabel. Pembagian tugas yang jelas antara unsur pimpinan, yudisial, kepaniterazn,
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dan kesekretaratan menjadi dasar penguatan sistemn kelembagaan, sehingga seluruh
komponen dapat bersinergl untuk meningkatkan kinerja lembaga dan memberikan
pelayanan terbaik bagi masyarakat pencari keadilan.

Perencanaan strategis merupakan sualu proses yang berorientasi pada hasil yang
ingin dicapai dalam jangka waktu satu hingga lima tahun secara sistematis, terukur, dan
berkesinambungan. Proses ini disusun dengan memperhitungkan potensi, peluang, serta
tantangan yang ada di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. Dokumen
Rencana Strategis ini menjadi pedoman arah kebijakan lembaga dalam menetapkan
program, kegiatan, serla rencana bndak lanjut yang terintegrasi, Pelaksanaannya
didukung dengan alokasi anggaran yang memadai, sumber daya manusia yang
profesional dan kompeten, serta sarana dan prasarana yang menunjang, dengan tetap
memperhatikan dinamika lingkungan internal maupun eksternal lembaga peradilan.

Sebagai lembaga peradilan tingkat banding di bawah Mahkamah Agung Republik
Indonesia, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda memiliki tanggung jawab strategis
dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Prinsip-
pringip manajemen modern seperti transparansi, akuntabiiitas, efisiensi, dan efektivitas
menjadi fondasi utama dalam menjalankan fungsi peradilan, administrasi, dan pelayanan
publik. Dalam konteks tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda menempatkan diri
sebagai kawal dapan Mahkamah Agung Rl dalam memberikan pelayanan bukum yang
adil dan berkualitas kepada para pencar keadilan (justiciabelen), sekaligus menjadi
pelaksana nyata darn arah kebijakan pembaruan dan reformasi birokrasi peradilan yang
telah ditetapkan melalui Cetak Biru (Biue Print) Pembaruan Peradilan 2010-2035.

Lahirnya Cetak Biru Mahkamah Agung Rl merupakan hasil dari proses panjang dan
pengkajian menyeluruh terhadap kebutuhan reformasi lembaga peradilan. Dokumen ini
menjadi bukli nyata adanya komitmen kuat Mahkamah Agung untuk melakukan
transformasi menyeluruh di bidang hukum dan peradilan, guna menjawab ekspektasi
publik terhadap penegakan hukum yang berkeadilan, transparan, serta berintegritas
tinggi. Langkah-langkah pembaruan tersebut juga bertujuan untuk mengembalikan
marwah, citra, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, khususnya
setelah bergulirnya era reformasi nasional.
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Seiring dengan berakhimya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) Tahun 2020-2024 dan dimulainya RPJMN Tahun 2025-2029, Pengadilan
Tinggi Agama Samarinda menyusun Rencana Strategis Tahun 2025—2029 sebagai
tindak lanjut dari penjabaran visi dan misi Mahkamah Agung RI. Renstra ini mengacu
pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan Republik Indonesia 2010-2035 serta Rencana
Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029 sebagaimana ditetapkan dalam
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 167/KMASK RA1. 3/1X/2025 tanggal 16
September 2025. Dokumen strategis ini barfungsi sehagai arah kebijakan, pedoman
kerja, serta tolok ukur keberhasilan kinerja Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam
mewujudkan peradilan yang profesional, efisien, transparan, dan berkeadilan.

Gambar 1. 2 Bagan Alur Keterkaitan Rencana Jangka Panjang Mahkamat Agung RI dengan
Renstra Pengadian Tinggl Agama Samannda

Adapun delapan fokus utama kebijakan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010—
2035 meliputi Fungsi Peradilan, Manajermen Perkara, Manajemen Sumber Daya
Manusia, Manajemen Sumber Daya Keuangan, Manajemen Sarana dan Prasarana,
Manajemen Teknolegi Infermasi, Transparansi Peradilan dan Fungsi Pengawasan.
Kedelapan pilar stralegis tersebut menjadl landasan utama bagi Pengadilan Tinggi
Agama Samarinda dalam merumuskan kebijakan dan strategi pelaksanaan tugasnya,
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agar senantiasa sejalan dengan arah kebijakan nasional dan cita-cita Mahkamah Agung
Rl, yakni "Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yvang Agung.”

Sebagai bagian integral dari Mahkamah Agung Republik Indenesia, Pengadilan
Tinggl Agama Samarinda berkomitmen melaksanakan reformasi birokrasi secara
konsisten dan berkelanjutan. Reformasi ini diwujudkan melalul penerapan nilai-nilai
integritas, profesionalitas, inovasi, dan pelayanan prima dalam setiap aspek
penyeienggaraan peradilan. Komitmen tersebut menjadi roh bagi pelaksanaan visi dan
misi Pengadilan Tinggl Agama Samarinda, yang diarahkan untuk membangun lembaga
peradilan yang modern, berintegritas, dan adaptif terhadap perkembangan zaman, guna
mewujudkan supremasi hukum serta keadilan yang berpihak kepada masyarakat,

1.1.1. Ruang Lingkup Organisasi

Fengadilan Tinggl Agama Samarinda merupakan pengadilan tingkat banding yang
membawahi Pengadilan Agama tingkat pertama di wilayah hukum Provinsi Kalimantan
Timur. Saat ini terdapat 9 (sembilan) satuan kerja Pengadilan Agama yang berada di
wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, yaitu Pengadilan Agama
Samarinda, Pengadilan Agama Balikpapan, Pengadilan Agama Tenggareng, Pengadilan
Agama Tanah Grogot, Pengadilan Agama Tanjung Redeb, Pengadilan Agama Bontang,
Pengadilan Agama Sangatta, Pengadilan Agama Penajam, dan Pengadilan Agama

Sendawar.

F.RlEmangan [ amir

1. Penpachlnm Agmmus Ssmaenca
Pongadilan Agamn Baliganan
Pesngacdilan Agama Tenggarong

Pongpadilan Agaime Tanad: Gaogol

Fengadilan Agamsa Tanjung Redel

Pengeacilan Agamea: Bontang
Pencpedizm Aggama Sangafa
Pangaiian Agamna Persgm

Pencisiian AgrEma Sanckewer

GCambar 1. 3 Wilayah Yurdiksi Pengadifan Tinggi Agarma Samarninda
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Jumlah keseluruhan pegawal tahun 2025 pada Pengadilan Tinggi Agama
Samarinda sebanyak 68 orang, terdiri atas 13 orang Hakim, 42 Pegawai MNegeri Sipil
(PNS), dan 13 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjlan Kerja (PPPK). Berdasarkan jenis
kelamin, terdapat 22 pegawai perempuan dan 46 pegawai laki-laki. Adapun jumiah
pegawai pada satuan kerja Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi
Agama Samarinda secara keseluruhan mencapai 285 orang, yang terdin atas 50 Hakim,
194 PNS, dan 51 PPPK, dengan komposisi 136 pegawal perempuan dan 149 pegawal
laki-laki.

Tabal 1 1 Komposisi Pegawal Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan Satuan Kerja of
Wilayah Hukumnya Berdasarkan Jenis Kelamin dan Status Kepegawalan

Jurnlah
Pegawai

Hakim PNS PPPK Perempuan Lakilski

Pengadilan Tinggi Agama
Samarinda

Satuan Kerja di Wilayah
Hukum PTA Samarinda

Gambar 1. 4 Distnibusi Gender dalam Populasi Aparatur di Lingkungan PTA Samarinds
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Berdasarkan data di atas, komposisi pegawai di lingkungan Pengadilan Tinggi
Agama Samarinda dan satuan kerja di wilayah hukumnya menunjukkan bahwa jumlah

pegawai laki-laki masih lebih banyak dibandingkan dengan perempuan, yaitu 195 laki-
laki dan 158 perempuan dari total 353 pegawal.

Secara persentase, pegawai perempuan berjumlah sekitar 45%, sedangkan
pegawai laki-laki sekitar 55%, Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang relatif kecil,
yang menandakan bahwa keterwakilan gender di lingkungan peradilan agama wilayah
Kalimantan Timur cukup seimbang,

1.1.2. Anggaran Pengadilan Tinggl Agama Samarinda 2020-2024

Untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai perkembangan
pengelolaan anggaran pada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda selama perode lima
tahun terakhir, disajikan data pagu awal dan pagu akhir Tahun Anggaran 2020 hingga
2024 untuk DIPA 01 dan DIPA 04, Data tersebut memperlihatkan pola perubahan dan
penyesuaian alokasi anggaran setiap tshunnya, yang mencerminkan konsistensi
lembaga dalam menjaga efektivilas perencanaan, efisiensi pelaksanaan, serta
optimalisasl penggunaan sumber daya guna mendukung pencapalan sasaran strategis
Pengadilan Tingg: Agama Samarinda.

Tabel 1 2 Pagu Anggaran DIPA 01 Tahun 2020-2024 Pengadifan Tinggi Agama Samarinda

Tahun Pagu Awal Realisasi (%)
Rp10.714.624.000,- = Rp9.905.274.000
2021 | Rp10.220.400.000- | Rp11.013.762.000 1 98.68
2022 Rp10.4564.014.000,- | Rp15.343.775.000 | 99 69
| 2023 | Rp15.247.985.000- | Rp12.167.383.000 97.27
2024 Rp14.425459.000,- | Rp11.962.418.000 98,02

Tabel 1 3 Pagu Anggaran DIPA 04 Tahun 2020-2024 Pengadilan Tinggi Agama Samarinds
Pagu Akhir Realisasi (%)

Rpb632.375.000,- Rp385.875.000,-
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2021 Rpa57.415.000.- Rp450.275.000 - 97.78
2022 Rp516.149.000,- | Rp516.149.000- 00.47
| 2023 | Rp195.163.000,- Rp195.163.000 - 09.44
2024 Rp136.754.000,- Rp240,404.000,- BB.04

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda memiliki dua Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA), yaitu DIPA 01 yang bersumber dari Badan Urusan Administrasi
Mahkamah Agung Rl dan DIPA 04 yang berasal dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Agama Mahkamah Agung Rl. Masing-masing DIPA memiliki peran strategis dalam
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga. DIPA 01 berperan sebagal Pragram
Dukungan Manajemen, yang berfokus pada kegiatan operasional, administrasi, dan
peningkatan kapasitas organisasi, sedangkan DIPA 04 menjadi instrumen pelaksanaan
Program Prioritas Nasional di bidang penegakan hukum dan peningkatan pelayanan
kepada masyarakat pencar keadilan.

Dalam periode lima tahun terakhir (2020-2024), alokasi anggaran DIPA 01
Pengadilan Tinggi Agama Samarinda menunjukkan tren yang dinamis sekaligus stabil
dalam realisasi kinerja keuangan. Pada Tahun Anggaran 2020, pagu awal sebesar
Rp10,71 miliar mengalami penyesuaian menjadi Rp9,90 miliar dengan tingkat realisasi
95,85%, mencerminkan pelaksanaan anggaran yang tetap optimal meskipun terdapat
refocusing kegiatan. Tahun 2021 menunjukkan peningkatan dari Rp10.22 millar menjadi
Rp11,01 miliar dengan reallsasi 98,68%, menandakan efektivitas pelaksanaan program
dan peningkatan dukungan terhadap kegiatan prioritas lembaga.

Selanjutnya, Tahun Anggaran 2022 mencatat lonjakan signifikan, dengan pagu
akhir sebesar Rp15,34 miliar dari Rp10,46 miliar dan realisasi 99,69%, yang
menunjukkan peningkatan wvelume kegiatan serta efektivitas perencanaan dan
penyerapan anggaran. Tahun 2023 mencatat penyesuaian pagu dari Rp15.25 miliar
menjadi Rp12,17 miliar dengan realisasi 97,27%, menandakan pengendalian anggaran
tetap berjalan efisien dan terukur. Pada Tahun Anggaran 2024, pagu awal Rp14.43 miliar
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berubah menjadi Rp11,96 miliar, dengan tingkat realizasi 98 02%. Capaian tersebut
mencerminkan konsistensi lembaga dalam menjaga efektivitas, efisiensi, dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan setiap tahunnya,

Sementara itu, DIPA 04 Pengadilan Tingai Agama Samarinda juga menunjukkan
capaian positif dalam periode yang sama. Pada Tahun Anggaran 2020, pagu awal
sebesar Rp532,38 juta mengalami penyesuaian menjadi Rp385 88 juta dengan realisasi
B86,83%, akibat kebijakan nasional refocusing anggaran di masa pandemi. Mamun,
pelaksanaan kegiatan tetap berjalan efektif dan tepat sasaran. Pada Tahun 2021, pagu
meningkat dari Rp357 42 juta menjadi Rp450,28 juta, dengan realisasi 97,78%, yang
menunjukkan peningkatan efisiensi dan optimalisasi program pelayanan peradilan.

FPada Tahun 2022, pagu sebesar Rp516,15 juta terealisasi 9947%,
mencerminkan pelaksanaan kegiatan yang sangat optimal serta perencanaan yang
matang. Tahun Anggaran 2023 mencatat pagu Rp195, 16 juta dengan realisasi 99, 44%,
menggambarkan kedisiplinan anggaran dan efektivitas pelaksanaan kegiatan,
Sedangkan Tahun Anggaran 2024 mencatat peningkatan pagu dari Rp136,75 |uta
menjadi Rp240 40 juta dengan realisasi 88,04%, yang menandakan adanya penyesualan
kegiatan strategis di akhir perode Renstra 2020-2024.

Secara keseluruhan, tingkat realisasi anggaran DIPA 01 dan DIPA 04 Pengadilan
Tinggl Agama Samarinda selama periode 2020-2024 selalu berada di atas 95% secara
rata-rata, menunjukkan tata kelola keuangan yang andal, disiplin pelaksanaan program,
serta kemampuan adaptif terhadap dinamika kebijakan nasional. Kinerja tersebut
menjadi  ceminan  komitmen Pengadilan Tinggl Agama Samarinda dalam
mengimplementasikan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan
anggaran, sekaligus memperkuat fondasi kelembagaan dalam mendukung peningkatan
kualitas pelayanan peradilan di wilayah Kalimantan Timur.

Kinerja pengelolaan anggaran yang stabil dan efisien tersebut turut berkontribusi
terhadap peningkatan kinerja penyelesaian perkara di lingkungan Pengadilan Tinggi
Agama Samarinda dan satuan kerja di wilayah hukumnya. Berdasarkan data lima tahun
terakhir, jumlah perkara banding yang diterima di Pengadilan Tinggi Agama Samarinda
dan jumiah perkara yang diterima di satuan kerja wilayah hukumnya menunjukkan variasi
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beban kerja yang tetap tinggi, dengan total 287 perkara banding dan 64 475 perkara di
seluruh satuan kerja wilayah.

Tabel 1 4 Total Perkara 5 Tahun Terakhir yang Diterima of Pengadiian Tingg! Agama
Samarnnda dan Satusn Ketla ol Wilayah Hukumnys

Tahun | Jumiah Perkara Banding Jumiah Perkara yang Diterima
yang Diterima | Pada Satuan Kerja Wilayah Hukum
PTA Samarinda
2020 45 13.017
2021 [iL:] 13.206
2022 63 14 322
2023 53 12.828
2024 50 11.105
Total Perkara 287 B4.475

Data tersebut menunjukkan bahwa secara umum terjadi tren penurunan jumiah
perkara sejak Tahun 2022 hingga 2024, baik pada tingkat banding maupun di tingkat
satuan kerja wilayah hukum. Penurunan ini dapat mencerminkan beberapa faktor, antara
lain meningkatnya efektivitas penyelesaian perkara di tingkat pertama, penyederhanaan
proses administrasi peradilan berbasis digital, serta meningkatnya kesadaran
masyarakat terhadap penyelesaian sengketa secara mediasi atau non-litigasi.

Dengan dukungan pengelolaan anggaran vang efisien melalui DIPA 01 dan DIPA
04, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda mampu menjaga kesinambungan pelayanan
peradilan yang adaptif dan responsif terhadap dinamika perkara. Capalan inl menjadi
indikator kuat bahwa setiap alokasi anggaran telah diarahkan secara efektif untuk
mendukung pelaksanaan tugas pokok lembaga, sekaligus menjadi dasar strategis dalam
merumuskan arah kebijakan perencanaan dan peningkatan kinerja kelembagaan pada
perioda berkutnya.

1.1.3. Evaluasi Capaian Kinerja Pengadilan Tinggl Agama Samarinda

Tahun 2025 menjadi momentum penting bagi Pengadilan Tinggi Agama
Samarinda untuk memperkuat kinerja kelembagaan dan meneguhkan inovasi yang
berkesinambungan dalam lima tahun ke depan. Upaya ini selaras dengan arah
pembangunan peradilan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Mahkamah
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Agung 2025-2029, yang menekankan penguatan tata kelola, peningkatan kualitas
layanan, serta modernisasi peradilan berbasis teknolagi informasi.

Sejalan dengan itu, capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Samarinda
Samarinda dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang positif dan
konsisten. Tren peningkatan tersebut mencerminkan kesungguhan Pengadilan Tinggi
Agama Samarinda dalam menerjemahkan kebijakan strategis Mahkamah Agung ke
dalam langkah nyata di tingkat wilayah, balk melalui pembinaan yang efektf kepada
pengadilan agama di bawahnya, peningkatan kualitas administrasi perkara, maupun
penguatan integritas aparatur.

Dengan fondasi capaian vang terus menguat, Pengadilan Tinggi Agama
Samarinda Samarinda menatap periode 2025-2029 sebagai fase akselerasi untuk
menghadirkan layanan peradilan agama yang semakin profesional, transparan,
akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tahun 2025 karenanya tidak
hanya menjadi awal dar siklus perencanaan baru, tetapi juga titik tolak untuk memperluas
dampak kinerja melalui inovasi layanan dan budaya kerja yang berorientasi pada
keadilan serta kepuasan pencari keadilan.

a. Optimalisasi Layanan Peradilan yang Mudah Diakses dan Inklusif

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda secara berkelanjutan memperkuat kualitas
layanan peradilan bersama seluruh Pengadilan Agama se-wilayah hukumnya melalui
penguatan layanan digital dan perluasan akses keadilan yang inklusif. Digitalisas|
layanan menjadi program unggulan dengan implementasi e-Courf dan e-Litigation pada
seluruh satuan kerja, sehingga masyarakat dapat mengsajukan perkara secara daring
tanpa dibatasi ruang dan waktu, Transformasi ini merupakan fondasi penting dalam
memperluas jangkauan serta meningkatkan aksesibilitas layanan peradilan agama.
Penguatan layanan digital juga ditopang melalui PTSP onfine dan Live chaf yang
memudahkan masyarakat memperoleh layanan dan informasi secara cepat, fransparan,
dan responsif. Sejalan dengan prinsip inklusivitas, website resmi Pengadilan Tinggi
Agama Samarinda dikembangkan ramah disabilitas agar masyarakat penyandang
disabilitas dapat mengakses informasi dan layanan peradilan dengan lebih mudah. Selain
itu, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda meluncurkan Platform Sinergitas, yaitu sebuah
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platform terpadu yang memudahkan pencarian informasi serta akses ke seluruh aplikasi
inovasl yang tersedia di Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan Pengadilan Agama
se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. Melalui platform ini, layanan
digital menjadi semakin terintegrasi, mudah dijangkau, dan seragam bagi masyarakat,

Pada saat yang sama, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda juga terus mendorong
optimalisasi layanan bantuan hukum di seluruh Pengadilan Agama sewilayah hukumnya,
balk dan sisi cakupan wilayah maupun volume layanan bagi masyarakat yang berhak,
Frogram Ini ditujukan agar masyarakat kurang mampu tetap memperoleh akses keadilan,
Bentuk layanan yang telah diperkuat meliputi Pos Bantuan Hukum (Posbakum),
pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan, serta pembebasan blaya perkara. Uniuk
mendukung efektivitas layanan tersebut, masyarakat juga difasilitasi dengan platform
Gugatan Mandiri yang dapat diakses secara realtime 24 jam, guna membantu
penyusunan gugatan dan/atau permohonan secara mandini sekaligus menyediakan
informasi penting terkait hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Keseluruhan
upaya ini menunjukkan komitmen Pengadilan Tinggi Agama Samarinda beserta
Pengadilan Agama di wilayahnya dalam menghadirkan layanan peradilan vang modern,
inklusif, dan semakin mudah dijangkau masyarakat.

b, Kualitas Pelayanan Publik

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda menunjukkan komitmen yang kuat dalam
menghadirkan pelayanan peradilan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada
kepuasan masyarakat, Komitmen ini tercermin dari capaian predikat Wilayah Bebas dari
Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Sepanjang pericde
2020-2024, dari 9 (Sembilan) satuan kerja di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama
Samarinda, terdapat 2 satuan kerja yang berhasil meraih predikat WBK, yakni Pengadilan
Agama Tenggarong dan Pengadilan Agama Tanjung Redeb. Capaian tersebut
menegaskan konsistensi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam memperkuat
pembangunan Zona Integritas secara berkelanjutan, sebagal upaya nyata mendorong
peningkatan kualitas layanan, penguatan akuntabilitas, serta peningkatan kepercayaan
masyarakal terhadap lembaga peradilan.
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Sejalan dengan komitmen peningkatan kualitas layanan, seluruh Pengadilan Agama
di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Samarinda telah menerapkan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (PTSP) sebagai upaya mempermudah akses masyarakat terhadap layanan
peradilan. PTSP dirancang melalui sistem pelayanan yang transparan, efisien, dan
terstandar sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan yang cepat, jelas, dan
nyaman. Implementasi PTSP ini menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan
pelayanan peradilan yang medern dan berorientasi pada kebutuhan pengguna layanan.

Untuk menjaga kualitas pelayanan tetap prima, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda
juga membangun budaya kerja yang mendukung profesionalisme aparatur, di amaranya
melalui pelaksanaan briefing pagi sebelum pelayanan dimulai. Briefing tersebut berfungsi
sebagai sarana penguatan disiplin, penyamaan persepsi. evaluasi singkat terhadap
layanan sebelumnya, sekaligus memastikan bahwa setiap petugas siap memberikan
pelayanan yang optimal, ramah, dan responsif terhadap kebuluhan masyarakat.

Upaya peningkatan kompetensi aparatur juga dilaksanakan secara berkelanjutan
melalui penyelenggaraan DDTK Service Excellent setlap tahun. Kegiatan ini menjadi
instrumen penting untuk memastikan bahwa petugas pelayanan memiliki kemampuan
teknis maupun etika pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan prima. Selain itu,
internalisasi budaya kerja yang berintegritas diperkuat melalui pembacaan 10 Budaya
Malu pada setiap apel Senin sebagai pengingat berkelanjutan bagi aparatur agar
senantiasa menjaga kehormatan, tanggung jawsab, dan profesionalisme dalam

menjalankan tugas.

Tidak hanya itu, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda secara konsisten
melaksanakan kegiatan pembinaan secara daring yang diikuti oleh aparatur pada tingkat
banding maupun lingkat pertama di wilayah hukumnya. Kegiatan inl merupakan bagian
dari program kera yang bertujuan memastikan keseragaman pemahaman,
meningkatkan koordinasi, dan menjamin bahwa setiap pelayanan peradilan yang
diberikan telah berorientasi pada hasil yang baik, akuntabel, dan sesuai standar,

Di sisi lain, hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) senantiasa menjadi perhatian
dalam rangka peningkatan kualitas layanan. Selama periode lima tahun (2020-2024),
nilai indeks kepuasan masyarakal secara konsisten berada pada kategori tinggi. Capaian
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ini menunjukkan bahwa upaya perbaikan layanan telah memberikan dampak positif
terhadap persepsi dan pengalaman masyarakat sebagai pengguna layanan, Komitmen
terhadap keterbukaan informasi publik juga mempercleh pengakuan eksternal,
dibuktkan dengan diralhnya predikat “Informatif' dari Komisi Informasi Provinsi
Kalimantan Timur pada tahun 2024 dan 2025.

Keseluruhan upaya tersebut menjadi fondasi kuat bagi Pengadilan Tinggi Agama
Samarinda dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara
berkelanjuian, sekaligus mendukung visi terwujudnya peradilan yang modern,
transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

c. Peningkalan Kapasitas dan Kompetensi SDM

Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM di wilayah Pengadilan Tinggl Agama
Samarinda senantiasa dilaksanakan secara berkelanjutan, baik melalui metode daring
maupun luring. Berbagal program pengembangan terus diupayakan agar aparatur
peradilan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan profesionalitas ya ng selaras dengan
tuntutan kinerja lembaga. Kegiatan Bimbingan Teknis {Bimtek) secara konsisten
diselenggarakan sefiap lahun sebagai wadah penguatan pemahaman teknis yudisial
maupun administrasi peradilan, sekaligus menjadi sarana pembaruan pengetahuan
sesuai dinamika regulasi dan kebijakan terbaru,

Selain itu, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda juga mendorong pelaksanaan
kegiatan DDTK sebagai bagian dari strategi peningkatan kompetensi yang lebih spesifik
dan terarah. Dalam konteks ini, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berperan aktif
mengikutsertakan aparatur pada berbagai kegiatan peningkatan kapasitas dan
kompetensi SDM, baik yang diselenggarakan secara internal maupun bekerja sama
dengan pihak eksternal, Upaya berkelanjutan tersebut diharapkan dapat memperkuat
kualitas sumber daya aparatur peradilan, meningkatkan efaktivitas layanan, sera
mendukung terwujudnya peradilan agama yang modern, profesional, dan berintegritas.

Evaluasi Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama

Evaluasi capaian indikator kinera utama merupakan langkah penting untuk
menilai sejauh mana pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggl
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Agama Samarinda periode 2020-2024 telah memberikan dampak nyata terhadap
pencapaian mandat kelembagaan serta menjawab ekspektasi masyarakat terhadap
kinerja peradilan agama. Melalui proses evaluasi ini, dilakukan penelaahan terhadap
kesesuaian antara target dan realisasi kinerja, sehingga dapat diidentifikasi keberhasilan,
tantangan, serta ruang perbaikan vang perlu ditindaklanjuti. Hasil evaluasi tidak hanya
menjadi dasar untuk menilai capalan kinerja masa lalu, tetapi juga berperan sebagai
pijakan strategis dalam penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama
Samarinda periode 2025-2029,

Secara substansial, evaluasi ini diarahkan untuk memastikan agar setiap program
dan kegiatan yang dijalankan semakin relevan, terukur, efisien, dan adaptif terhadap
dinamika kebutuhan layanan peradilan agama di wilayah Kalimantan Timur. Lebih dari
fu, kegiatan evaluasl juga merupakan wujud komitmen Pengadilan Tinggl Agama
Samarinda dalam menjamin akuntabilitas dan transparansi atas penggunaan sumber
daya publik.

Tabel! 1 5 Evaluasi Kinera Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024
Pengaditan Tinggi Agama Samarinda

Sasaran Strategis! Indikator Tahun Target Capaian Kinerja
Kinerja Utama
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
Persentase Perkara Perdata | 2020 96% 104,16%
Agama vyang diselesalkan tepat 2021 100% 100%
waktu 2022 100% 100%
| 2023 100% 100%
2024 | 100% 100%
Persentase Perkara yang Tidak | 2020 B80% 94,44%
Mengajukan  Upaya  Hukum | 2021 “80% 80%
Kasasi 2022 75% 07,36% '
(2023 75% 93,06%
2024 B0% 126,67%
Indeks Responden Peradilan | 2020 a0 110%
Tingkat Pertama yang Puas 2021 90 106,10%
terhadap Layanan Peradilan | 2022 95 101,66%
Tingkat Banding (2023 95 101 45%
2024 95 100,52%
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1. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Persentase  Salinan  Putusan | 2020 1009 93.33%
Perkara Perdata yang dikirim ke | 2071 100% 100%
Pengadilan Pengaju tepat waktu | 2022 100% 100%
(2023 100% | 100%
| 2024 | 100% 100%

Setiap indikator kinerja akan dinilai berdasarkan tiga kriteria utama, vaitu: sejauh
mana target tersebut telah tercapal, sejauh mana target tersebut dapat diukur secara
objektif dan konsisten, serta sejauh mana indikator tersebut relevan terhadap tujuan
strategis lembaga. Berikut ini adalah evaluasi terhadap capaian atas indikator-indikator
target kinerja pada masing-masing sasaran strategis yang ditetapkan untuk periode
2020-2024.

a. Sasaran Strategis "Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan
Akuniabel,” dengan indikator-indikator sebagai berikut:
1) Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu
Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikater ini adalah
dengan menghitung jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu, dibagi dengan
jumlah perkara yang diselesaikan, dikali 100%. Capaian kinerja indikator
persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat wakiu menunjukkan
tren kinerja yang sangat baik dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020,
capalan berada pada angka 104,16% terhadap target yang ditetapkan yaitu 96%.
Memasuki tahun 2021, target kinerja dinaikkan untuk mendorong peningkatan
kualitas penyelesaian perkara menjadi 100%, dan hasilnya menunjukkan capaian
100% yang kemudian terus dipertahankan secara konsisten hingga tahun 2024,
Hal ini mencerminkan keberhasilan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam
menjaga ketepatan waktu penyelesaian perkara secara optimal, sekaligus
menunjukkan efektivitas pengelolaan perkara serta komitmen aparatur dalam
memberikan pelayanan peradilan yang cepat, tepat, dan berintegritas.
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2)

3

Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Rumus capaian indikator "Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan
Upaya Hukum Kasas!® dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang
tidak diajukan upaya hukum kasasi terhadap jumlah seluruh perkara yang diputus,
kemudian dikalikan 100%. Indikator ini digunakan untuk menilal tingkat
penerimaan para plhak terhadap putusan pengadilan, di mana semakin sedikit
perkara yang diajukan kasasi maka semakin tinggi tingkat kepuasan para pihak
terhadap putusan tersebut.

Berdasarkan data capaian kinerja pada periode 2020 hingga 2024, terlihat
bahwa capalan indikator inl mengalami fluktuasi yang cukup signifikan dan belum
pernah mencapal 100% dalam kurun waktu 2020-2023, Pada tahun 2020,
capaian berada di angka 94 44%. pada tahun 2021 menurun menjadi 80%
kemudian meningkat kembali pada tahun 2022 menjadi 97,36%, dan sedikit
menurun pada tahun 2023 sebesar 93,08%. Sementara pada tahun 2024, capaian
mencapal 126,67 %.

Jika ditinjau dari sisi penetapan target kinerja, terlihat adanya penurunan
target secara bertahap, dar 80% pada tahun 2020-2021, menjadi 75% pada
2022-2023, dan turun lagi menjadi 60% pada 2024, Penurunan target ini dilakukan
sebagai bentuk penyesuaian terhadap realitas empiris bahwa indikator ini tidak
sepenuhnya berada dalam kendali lembaga peradilan. Keputusan untuk
mengajukan kasasi merupakan hak subjektif para pihak berperkara, sehingga
capaian indikator sangat dipengaruhi oleh fakior eksternal, seperti persepsl
keadilan, kompleksitas perkara, sera tingkat kepuasan terhadap amar putusan.
Oleh karena itu, indikator "Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya
Hukum Kasasi” memiliki kompleksitas tersendiri dan tidak sepenuhnya tepat
dijadikan ukuran langsung atas kinerja Pengadilan Tinggi Agama Samarinda.
Indeks Responden Peradilan Tingkat Pertama yang Puas terhadap Layanan
Peradilan Tingkat Banding

Pedoman yang digunakan dalam pengukuran Indeks Responden Peradilan
Tingkat Pertama yang Puas terhadap Layanan Peradilan Tingkat Banding pada
Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berpedoman pada Peraturan Menteri
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Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap
Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Pengukuran ini dimaksudkan untuk menilai tingkat kepuasan pengguna
layanan terhadap kualitas, kecepatan, ketepatan, dan transparansi pelayanan
yang diberikan cleh satuan kerja peradilan agama. Berdasarkan hasil survei
selama periode 2020-2024, capalan kinerja menunjukkan bahwa tingkat
kepuasan responden secara konsisten melampaui target yang ditetapkan,
meskipun tren nilainya cenderung stabil dan tidak mengalami peningkatan
signifikan dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2020 capaian mencapai 110% dari target, kemudian berada
pada angka 106,10% di tahun 2021, 101,66% pada 2022, 101,45% pada 2023,
dan 100,52% pada 2024, Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi sedikit
fluktuasi nilai, namun tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan peradilan
tetap terjaga pada kategori sangat baik dan kensisten melampaul standar kinerja
yang ditetapkan.

Capaian tersebut menjadi refleksi nyata atas komitmen Pengadilan Tingg|
Agama Samarinda dalam menjaga mutu layanan peradilan yang pasti, transparan,
dan akuntabel, serta memperkuat keparcayaan publik terhadap peradilan agama
sebagai lembaga yang berorientasi pada pelayanan prima.

b. Sasaran Strategis "Peningkatan Efeklivitas Pengelolaan Penyelesalan Perkara,”
dengan indikator berikut ini:
1) Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju
lepat waktu

Orientasi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam menjalankan fungsi
mengadill setiap sengketa atau perkara hukum yang diajukan para pihak
senantiasa berlandaskan pada prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan
berbiaya ringan. Salah satu aspek penting dalam mewujudkan prinsip tersebut
adalah ketepatan wakiu dalam penyampaian salinan putusan kepada pengadilan
pengaju. Terlepas dari cepatnya suatu perkara diputus oleh Majelis Hakim, salinan
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putusan menjadi dokumen krusial bagi para pihak dalam menuntaskan
penyelesaian sengketa hingga tahap akhir,

Cleh karena itu, indikator “Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata
yang Dikirm ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu" ditetapkan dalam Rencana
Strategis Pengadilan Tingai Agama Samarinda Tahun 2020-2024 sebagai ukuran
keberhasilan dalam menjaga efeklivitas dan ketepatan waktu proses administrasi
peradilan. Rumus yang digunakan untuk capaian indikator ini adalah dengan
menghitung jumlah salinan putusan yang di minutasi/dikirim tepat waktu, dibagi
dengan jumiah keseluruhan putusan yang di minutasi/dikirim, dikali 100%.

Sepanjang periode 2020-2024, capaian kinerja indikator ini menunjukkan
konsistensi yang sangat baik, yakni selalu mencapal 100% setiap tahunnya,
sesuail dengan target yang ditetapkan. Pada tahun 2020, capaian kinerja berada
pada angka 93,33%, namun sejak tahun 2021 hingga 2024, kinerja meningkat dan
berhasil dipertahankan pada angka sempuma 100%. Konsistensi tersebut
mencerminkan komitmen kuat Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam
memastikan setiap proses administrasi penyampaian salinan putusan terlaksana
secara tepat waklu, akurat, dan sesual dengan standar pelayanan peradilan yang
prima.

Evaluasi Capaian Kinerja Indikator Kinerja Lainnya

Dalam rangka mermperkuat pencapalan kinerja utama, Pengadilan Tinggi Agama
Samarinda tidak hanya berfokus pada indikator kinera utama semata, tetapi juga
menetapkan beberapa indikator kinerja lainnya sebagai penunjang. Penetapan indikator
kinerja lainnya tersebut dilakukan secara beriahap dan terukur sejak tahun 2022 hingga
2024, Indikator-indikator ini kemudian dijabarkan secara rinel dalam Perjanjian Kinerja
Tahunan, sehingga menjadi pedoman operasional yang jelas bagi seluruh unit kerja
dalam melaksanakan program dan kegiatan. Selain itu, indikator Kinerja lainnya juga
dicantumkan dalam dokumen Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024,
yang berfungsi sebagai penegasan arah kebijakan serta komitmen institusi dalam
meningkatkan kualitas layanan peradilan secara berkelanjutan.
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Penyampaian evaluasi terhadap indikator kinerja lainnya ini menjadi hal yang
penting dan perlu dilakukan, karena indikator tersebut merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari keseluruhan kinerja yang telah dijalankan oleh Pengadilan Tinggi Agama
Samarinda. Indikator-indikator ini berperan sebagai penguat dan pelengkap untuk
memastikan bahwa tujuan strategis lembaga dapat dicapai secara utuh, tidak parsial,
Melalui evaluasi yang menyeluruh, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dapat melihat
gambaran kinera secara lebih komprehensif, mulal dari efektivitas pelaksanaan tugas,
kualitas pelayanan, sampai tingkat keberhasilan program-program pendukung. Dengan
demikian, hasil evaluasi atas indikator kinerja lainnya tidak hanya menjadi bentuk
akuntabilitas kinerja, tetapl juga menjadi dasar perbaikan dan pengambilan keputusan
strategis ke depan, agar pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan semakin responsif,
transparan, dan selaras dengan target pembangunan lembaga.

Tabel 1 6 Evaluasi Kinena Indikator Kinerja Lainnya Tahun 2022-2024
FPengadilan Tinggl Agama Samannda

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Tahun Target

Lainnya

Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan
Peradilan Agama

' Jumlah kegiatan pembinaan dan | 2022 12 Kegiatan 125%
pemeriksaan  administrasi  yustisial | 2023 8 Kegiatan 225%

pada pengadilan tingkat pertama 2024 11 Kegiatan 136,36%
Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama
Jumlzh tenaga teknis yang mEl'lgnI-:thi 2022 200 Orang Co119%
bimtek teknis dan  administrasi | 2023 34 Orang 223%
peradilan yang diselenggarakan PTA | 2024 = 34 Orang | 164,70%
Samarinda

Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung
pelaksanaan pelayanan prima peradilan.

Jumlah laporan pengelolaan dan| 2022 1 Laporan 100% ,
pelaporan keuangan yang transparan | 2023 | 1Llaporan |  100% |
dan  akuntabel di lingkungan | 2024 1 Laporan 100%

Mahkamah Agung Rl dan Badan
Feradilan yang hg_rqt_:!_a__c_l[lqawahnya,

Jurmlah layanan pengelolaan | 2022 1 Layanan 100%
keamanan, urusan tata usaha, rumah | 2023 1 Layanan 100%
tangga dan bina_;il-:ap mental SOM I'n..'1A 2024 . 1Layanan | 100%
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Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Tahun  Target  Capaian Kinerja

Lainnya
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan
peradilan. _
Jumlah Sarana dan Prasarana Internal | 2022 " 1 Paket 100%%
2023 1 Paket 100%
| 2024 1 Paket | NA

a. Sasaran Stralegis “Terselenggaranya dukungan teknis penvelesaian perkara di
lingkungan Peradilan Agama" dengan indikator berikut ini;
1) Jumlah kegiatan pembinaan dan pemeriksaan administrasi yustisial pada
pengadilan tingkat pertama.

Indikator kinerja “Jumiah kegiatan pembinaan dan pemerksaan
administrasi yustisial pada pengadilan tingkat pertama” disusun sebagai bentuk
kebutuhan untuk memastikan fungsi pembinaan dan pengawasan oleh
Pengadilan Tingkat Banding berjalan efektif, konsisten, dan terukur. Pengadilan
tingkat pertama merupakan ujung tombak pelayanan peradilan bagi masyarakat,
sehingga kualitas layanan, ketertiban administrasi perkara, dan penerapan
standar operasional prosedur harus selalu terjaga secara seragam di seluruh
satuan kerja. Tanpa pembinaan dan pemeriksaan yang rutin, terdapat risiko
terjadinya perbedaan prakiik administrasi yustisial, penurunan kepatuhan
terhadap SOP, serta variasi mutu pelayanan yang dapat berdampak pada
kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Fengukuran indikator inl dilakukan berdasarkan jumiah  kegiatan
pembinaan dan pemeriksaan administrasi yustisial yang dilaksanakan oleh
Pengadilan Tinggi atau Pengadilan Tinggi Agama terhadap satuan kerja
pengadilan tingkat pertama di bawah wilayah hukumnya. Kegiatan tersebut
bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap SOP, menegakkan tertib
administrasi perkara, serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan peradilan
secara berkelanjutan. Pelaksanaan indikator ini mengacu pada dukungan
anggaran DIPA 04 Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. Dengan adanya
dukungan anggaran yang memadal, capalan kinerja pada indikator ini dapat
dipertahankan pada tingkat tinggi setiap tahun, sekaligus memperkuat komitmen
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lermbaga dalam meningkatkan tata kelola administrasi yustisial dan muty layanan
peradilan di lingkungan pengadilan tingkat pertama.
b, Sasaran Strategis “Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis di Lingkungan
Peradilan Agama” dengan indikator berilkut ini:
1) Jumlah tenaga teknis yang mengikuti bimtek teknis dan administrasi peradilan
yang diselenggarakan PTA Samarinda

Indikator kinerja “Jumlah tenaga teknis yang mengikuti bimbingan teknis
teknis dan administrasi peradilan yang diselenggarakan PTA Samarinda’
digunakan untuk menggambarkan tingkat penguatan kapasitas sumber daya
manusia aparatur peradilan di wilayah hukum Pengadilan Tingg Agama
Samarinda. Tenaga teknis seperti hakim, panitera, dan aparatur teknis lainnya
memegang peran utama dalam pelaksanaan fungsi peradilan, bak pada aspek
leknis yudisial maupun administrasi perkara, Karena itu, peningkatan kompetensi
melalui bimtek menjadi kebutuhan strategis agar pelaksanaan tugas berjalan
sesuai ketentuan, adaptif terhadap perkembangan regulasi, serta selaras dengan
standar pelayanan peradilan yang ditetapkan.

Cara pengukuran indikator ini dilakukan dengan menghitung jumlah
pegawai pengadilan (tenaga teknis dan administrasi peradilan) yang mengikutl
kegiatan bimtek teknis/administrasi teknis yang difasilitasi atau diselenggarakan
oleh Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada periode penilaian. Data peserta
ditetapkan berdasarkan daftar hadir resmi, surat iugas/undangan, serta berita
acara atau laporan pelaksanaan kegiatan bimtek. Setiap pegawal yang tercatat
hadir dan mengikuti kegiatan sampai selesai dihitung sebagai satu peseria,
sehingga pengukuran bersifal objektif dan dapat dipertanggungiawabkan.

Melzalui bimtek, peserta memperaleh pembaruan pengetahuan, penyamaan
persepsl penerapan hukum acara dan  administrasi, serta peningkatan
keterampilan praktis dalam pengelolaan perkara dan pelayanan kepada pencari
keadilan. Semakin tinggi tingkat partisipasi pegawai, semakin besar pula
dampaknya terhadap peningkatan kualitas kinerja satuan kerfa, mulai dari
kelepatan penerapan prosedur, ketertiban administrasi perkara, hingga mutu
pelayanan peradilan yang prefesional, modern, dan akuntabel. Capaian kinerja
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pada indikator ini juga senantiasa tinggi dari tahun ke tahun, karena didukung oleh
ketersediaan anggaran yang memadal, sehingga kegiatan bimtek dapat
diselenggarakan secara rutin, terencana, dan menja ngkau pegawai secara luas di
wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Samarinda,

c. Sasaran Stralegis “Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk

mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan” dengan indikator berikut ini:

1} Jumiah laporan pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan

2)

akuntabel di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada
dibawahnya.

Indikator kinerja "Jumlah laporan pengelolaan dan pelaporan keuangan
yang transparan dan akuntabel di lingkungan Mahkamah Agung RI dan badan
peradilan yang berada di bawahnya" pada Pengadilan Tinggl Agama Samarinda
digunakan untuk memastikan seluruh proses pengelolaan anggaran beralan
sesuai prinsip ransparansi, akuntabilitas, serta ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Laporan keuangan menjadi bentuk pertanggungjawaban
resmi atas pelaksanaan anggaran, sekaligus instrumen evaluasi guna menjaga
tertib administrasi keuangan dan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan
satuan kerja.

Di Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, pelaporan pengelolaan keuangan
dilaksanakan secara konsisten dan tepat waktu melalui penyusunan 1 (satu)
laporan keuangan setiap tahun sesuai siklus pelaporan yang ditetapkan. Laporan
tersebut disusun secara terstandar, diverifikasi, dan menjadi dasar penilaian
akuntabilitas penggunaan anggaran. Dengan terpenuhinya target penyusunan 1
laporan pada setiap tahun anggaran, capaian kinera indikator Ini senantiasa
mencapai 100% dari tahun ke tahun, yang mencerminkan komitmen Pengadilan
Tinggi Agama Samarinda dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang tertib,
transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, rumah tangga dan
bina sikap mental SDM MA,

Indikator kinerja “Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata
usaha, rumah tangga dan bina sikap mental SOM MA" mengukur cakupan layanan
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dukungan manajerial yang diselenggarakan untuk menjamin  kelancaran
operasional organisasi dan penguatan kapasitas aparatur. Layanan ini mencakup
pengelolaan keamanan lingkungan kantor, pelaksanaan urusan tala usaha yang
tertib dan teradministrasi, pengelolaan rumah tangga kantor agar sarana-
prasarana lerpelihara dengan baik, serta kegiatan pembinaan sikap mental SDM
Mahkamah Agung guna menjaga integritas, disiplin, dan etos kerja aparatur
peradilan. Keberadaan layanan-layanan tersebut menjadi fondasi penting dalam
mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan secara efektif,
profesional, dan berkelanjutan,

Di  Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, pelaksanaan layanan
pengelolaan keamanan, tata usaha, rumah tangga, dan bina sikap mental SDM
MA dilakukan secara terencana, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Seluruh kegiatan layanan tersebut dilaksanakan dan dibiayai melalui DIPA 01
Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sebagai bentuk dukungan anggaran untuk
fungsi manajemen kesekretariatan. Dengan adanya pembiayaan yang jelas dan
mekanisme pelaksanaan vang terstandar, layanan-layanan ini mampu berjalan
konsisten sesual kebutuhan organisasi, sekaligus memastikan terciptanya
lingkungan kerja yang aman, tertib administrasi, kondusif, dan didukung oleh SDM
yang berintegritas serta memiliki sikap mental yang baik dalam memberikan
pelayanan peradilan,

d. Sasaran Strategis “Terpenuhinya kebuluhan sarana dan prasarana dalam
mendukung pelayanan peradilan® dengan indikator barikut ini:
1) Jumlah Sarana dan Prasarana Internal

Indikator kinerja “Jumiah Sarana dan Prasarana Internal’ pada Pengadilan
Tinggi Agama Samarinda digunakan untuk menggambarkan tingkat pemenuhan
fasilitas penunjang kerja yang diperiukan dalam mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan. Sarana dan prasarana intemal, baik
berupa peralatan kerja maupun fasiltas kantor, menjadl unsur penting dalam
meningkatkan efeklivitas kerja aparatur, menjaga kesinambungan layanan, sera
menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi seluruh pengguna
layanan pengadilan.
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Dalam pelaksanaannya, pencapaian indikator ini sangat terkait dengan
kegiatan pengadaan Peralatan/Fasilitas Kantor yang bersumber dar belanja
modal. Pengadaan belanja modal tersebut sepenubnya bergantung pada
kebijakan pusat Mahkamah Agung RI, baik dari sisi penetapan prioritas kebutuban
maupun penyediaan alockasi anggaran. Oleh karena itu, indikator ini memiliki
kompleksitas tersendin karena satuan kerja di daerah hanya dapat merealisasikan
pengadaan apabila kebijakan dan anggaran dar Mahkamah Agung tersedia. Pada
tahun 2022 dan 2023, kebijakan pusat masih mendukung tersedianya belanja
modal sehingga Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dapat melaksanakan
pengadaan sarana dan prasarana internal sesuai rencana dan target indikator
tercapai, Namun pada tahun 2024, alokasi belanja modal tidak tersedia dari
Mahkamah Agung, sehingga pengadaan tidak dapat dilaksanakan dan indikator
Ini tidak terpenuhi sebagaimana capaian pada tahun-tahun sebelumnya. Kondisi
ini menunjukkan bahwa keberdanjutan capaian indikator “Jumlah Sarana dan
Prasarana Internal” di Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sangat ditentukan
oleh sinkronisasi kebijakan dan dukungan anggaran pusat dari Mahkamah Agung
RI.

1.1.4. Ekspetasi dalam Aspirasi Masyarakat

Sebagai lembaga peradilan tingkat banding yang berkedudukan di Provinsi
Kalimantan Timur, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda memandang bahwa
keberhasilan penyelenggaraan peradilan tidak semata-mata diukur dari pencapaian
kinerja administratif dan yuridis. Lebih dari itu, keberhasilan juga ditentukan oleh sejauh
mana lembaga mampu merespons ekspekiasi publik secara adapiif, konsisten, dan
berkelanjutan. Melalui survei internal yang dilaksanakan secara periodik, Pengadilan
Tinggi Agama Samarinda menghimpun berbagai aspirasi dari aparatur peradilan,
pengguna layanan, serta masyarakat luas. Aspirasi tersebut merefleksikan persepsi
sekaligus harapan terhadap kualitas kinerja lembaga, dan karenanya menjadi masukan
strategis dalam merumuskan arah kebijakan serta program pembaruan peradilan ke
depan.
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Hasil survei menunjukkan bahwa masyarakat menilai Pengadilan Tinggi Agama
Samarinda telah menampilkan berbagai kemajuan penting dalam mewujudkan sistem
peradilan yang transparan, akuntabel, dan responsif. Sejumlah indikator dalam Rencana
Strategis 2020-2024 dinifai berhasil dipertahankan dan terus ditingkatkan, antara lain
terkait penyelesaian perkara secara tepat waktu, perluasan akses keadilan bagi
kelompok rentan, serta penguatan kapasitas aparatur dalam memberikan pelayanan
publik yang berintegritas. Mamun demikian, aspirasi masyarakat dan pemangku
kepentingan internal juga menegaskan bahwa capalan tersebut belum sepenuhnya
menjawab ekspektasi terhadap wajah peradilan yang ideal: sebuah pengadilan yang

tidak hanya modern secara fisik, tetapi juga bermakna secara sosial dan kokoh secara
moral.

Aspirasi yang muncul dar survei menekankan perlunya peningkatan kualitas
pelayanan publik agar semakin optimal, cepat, serta tanggap terhadap kebutuhan para
pencari keadilan. Masyarakat juga menaruh harapan besar agar Pengadilan Tingg
Agama Samarinda terus menjaga integritas dan reputasi kelembagaan, termasuk
mempertahankan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birckrasi
Bersih dan Melayani (WBBM) sebagai wujud nyata kepercayaan publik terhadap
kejujuran dan profesionalitas aparatur. Selaras dengan itu, inovasi berbasis teknologi
informasi diharapkan terus dikembangkan guna memperluas akses layanan,
meningkatkan efisiensi, serta memperkuat transparansi dalam setiap proses peradilan.

DI samping aspek layanan dan tata kelola, masyarakat juga menaruh perhatian
pada ketersediaan sarana dan prasarana peradilan yang memadai, ramah pengguna,
dan inklusif, Fasilitas fisik sepenti ruang tunggu yang nyaman, area layanan terpadu yang
representatif, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, ketersediazn informasi yang
mudah dijangkau, serta dukungan infrastruktur teknologi dinilai sebagai bagian penting
dari mutu pelayanan. Penguatan sarana prasarana tersebut diharapkan tidak hanya
menunjang kenyamanan, tetapi juga mempercepat proses layanan, meningkatkan
keamanan dan keteraturan, serta menghadirkan pengalaman berperkara yang lebih
manusiawi bagi masyarakat,
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Selain peningkatan layanan, survei juga menyoroti kebutuhan untuk memperkuat
sistem pembinaan dan pengawasan terhadap satuan kerja di bawahnya. Penguatan ini
penting agar seluruh unit kerja bergerak dalam arah yang selaras, sekaligus menjamin
muty layanan yang konsisten dan profesional. Pengawasan internal dipandang sebagai
strategis
penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan hukum. Di sisi lain, aparatur peradilan
diharapkan terus meningkatkan kompetensi teknis, integritas moral, dan kepekaan sosial

instrumen uniuk menjaga akuntabilitas serta mencegah terjadinya

sehingga setiap pelayanan yang diberikan tidak hanya memenuhi standar prosedural,
tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan substantif.

Dengan menjadikan aspirasi masyarakat sebagai kompas meral sekaligus fondasi
pembaruan kelembagaan, Pengadilan Agama Samarinda
komitmennya untuk terus berransformasi menjadi lembaga peradilan yang modem,

Tinggi meneguhkan
terpercaya, dan berorientasi pada pelayanan publk yang berkeadilan, Aspirasi publik
bukan sekadar rangkaian harapan, melainkan energi perubahan yang menuntun setiap
langkah pembaruan menuju sistem peradilan agama yang adaptif, transparan, dan
benar-benar hadir di tengah masyarakatl sebagai pelindung hak, penegak kebenaran,
serta penjaga nilai-nilai keadilan sosial.

Tabel 1 7 Pemetaan Aspitasi dan Ekspektasi Masyarakal sebagar dan Impilkas! Stra teqis bagi
Pengadifan Tinggl Agama Samarinda

Aspek Utama

Aspirasi / Ekspektasi
Mausvarakal

Makna Strategis bagi
FTA Samarinda

Kinerja | Penyelesaian perkara lebih cepat, | Pengualan manajemen perkara,
Penyelesalan tepatl wakiu. dan konsisten sesual | monitoring kinerja, dan
Perkam standar lavanan. optimalisasi aplikasi peradilan
elektronik.
Akses Keadilan & | Layanan semakin mudah, cepal. | Pengembangan layanan terpadu,
Lavanan Publik ramah, inklusif, sena responsif penyvederhanaan slur layvanan, serta
terhadap kelompok rentan. inovasi layanan berbasis TL
Integritas & Harapan agar integritas tetap Penguatan budaya kerja
Akuntabilitas dijaga. mempertahankan predikat | berintegritas. peningkatan
Aparatur WBE.WBBM, dan bebas dan pengawasan miemal, serta
penvimpangan, penerapan reward & punishnrent
vang konsisten.
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Aspek Utama

Sarana & Prasarana
Peradilan

Aspirasi / Ekspektasi
Masyarakal

teknologs semakin Juas.

Fasilitas yvang nyaman. aman,
ramah disabilitas, informanf,

Makma Sirategis bagi
FTA Samarinda

Transparansi & Informasi peradilan mudah Modernisasi sistem informasi,
Pemanfaatan diakses, proses lavanan lebih digitabisas: lavanan, dan
Teknologi transparan, dan pemanfaatan peningkatan keamanan serta

keterbukaan data publik. |
Peningkatan kualitas ruang lavanan,
fasilitas pendukung. dan

Serta mendukung proses layanan | infrastruktur TT untuk memperkuat
modern. pengalaman berperkara.
Pembinaan & Layanan tiap satker dibarapkan Penguatan pembinaan, SUpervist,
Konsistensi seragam. profesional. dan sesuai | serta harmonisasi implementas;
Lavanan Satuan standar PTA Samannda. standar layanan di seluruh satuan
Kerja kerja,
Kompetensi & Aparatur diharapkan lebih Penngkatan pelatihan teknis—
Kepekaan Aparatur | profesional. kompeten, responsif. | vuridis, pembinaan etika, serta
dan memiliki kepekaan sosial. penguatan nilai humanis datam
pelayanan,
Transformasi dan | Pengadilan menjadi lembaga Penetapan aspirasi sebagai dasar
Reformas: modem, adaptif, berorientas kebijakan, inovasi berkelanjutan,
Berkelanjutan pelayanan publik. dan memiliki | dan penguatan roadmap reformasi
| dampak sosial nyata, peradilan.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN
1.2.1. Potensi

Kemandirian kekuasaan kehakiman merupakan prinsip fundamental yang dijamin
oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indenesia Tahun 1945, Prinsip inl menjadi
pondasi utama dalam menjaga netralitas, integritas, dan keadilan lembaga peradilan di
Indonesia. Semangat reformasi terhadap sistem peradilan nasional ditegaskan melalui
Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan
dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagal Haluan
MNegars, yang menuntut adanya pemisahan tegas antara kekuasaan eksekutlf dan
yudikatif. Pemisahan tersebut merupakan langkah strategis untuk menutup ruang
intervensi terhadap proses peradilan dan menghapus praktik-praktik kolusi yang dapat
merusak kepercayaan publik terhadap lembaga peradiian.
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Reformasi hukum sebagaimana diamanatkan TAFP MPR tersebut kemudian
ditindaklanjuti dengan lahimya Undang-Undang MNomor 35 Tahun 1999, yang
menegaskan bahwa urusan organisasi, finansial, dan adminisiratif pengadilan harus
berada di bawah Mahkamah Agung. Pengalihan kewenangan secara bertahap ini
mencapai kesempurnaannya dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004
tentang Kekuasaan Kehakiman, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang
Momor 48 Tahun 2009, Regulasi ini menandai babak baru kemandirian lembaga
peradilan, di mana Mahkamah Agung memperoleh kewenangan untuk mengatur dan
mengelola urusan internalnya secara mandin tanpa ketergantungan pada lembaga
eksekutif.

Kemandirian tersebut tidak hanya mermperkuat posisi Mahkamah Agung, tetapi
juga memberikan ruang bagi para hakim untuk menegakkan hukum dengan bebas dari
tekanan dan pengaruh pihak manapun. Mahkamah Agung kemudian meneguhkan arah
reformasi melalui penyusunan Cetak Biru Pembaruan Peradilan (2003) serta
pembentukan Tim Pembaruan Mahkamah Agung. Langkah ini membuka partisipasi
masyarakat sipil, akademisi, dan mitra pembangunan nasional maupun internasional
dalam mendukung modemisasi peradilan. Melalui kerja sama lintas negara dan
pertukaran pengetahuan, Mahkamah Agung terus mengembangkan sistem yang adaptif,
tfransparan, dan berorientasi pelayanan publik menuju terwujudnya visi besar ‘Badan
Peradilan yang Agung.”

Dalam kerangka sistem peradilan nasional, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda
memainkan peran penting sebagai kawal depan Mahkamah Agung di wilayah Kalimantan
Timur. Sebagai pengadilan tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tidak
hanya melaksanakan fungsi yudisial, tetapi juga menjadi motor penggerak pembinaan
dan pengawasan ternadap seluruh satuan kerja pengadilan agama di wilayah hukumnya.
Melalui peran ini, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda memaslikan bahwa prinsip
kemandirian kekuasaan kehakiman benar-benar diimplementasikan di setiap lini
pelayanan peradilan agama, dengan menjunjung tinggi profesionalisme, integritas, dan
akuntabilitas.
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Secara internal, potensi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda ditopang oleh
sumber daya manusia yang unggul, berintegritas tingal, dan berorientasi pada pelayanan
publik yang prima. Aparatur peradilan yang profesional menjadi aset institusional yang
tak ternilai, karena mereka adalah aktor utama dalam mewujudkan keadilan substantif di
tengah masyarakat. Kultur kerja vang disiplin, adaptf, dan kolaboratii memperkuat
kemampuan lembaga dalam menghadapi kompleksitas tantangan hukum dan
administrasi peradilan di era transformasi digital.

Kualitas sumber daya manusia yang demikian tangguh menjadi landasan utama
keberhasilan Pengadilan Tinggl Agama Samarinda meralh predikat Wilayah Bebas darn
Korupsi (WEK) di tahun 2019 dan Wilayah Birokrasi Bersih Malayani (WBBM) di tahun
2021. Pencapaian ini mencerminkan tingkat kedewasaan kelembagaan dan komitmen
moral yang tinggi dalam menegakkan prinsip good governance dan clean govermment,
Lebih dari sekadar pengakuan, predikat tersebut merupakan wujud nyata dari kerja
kolektif seluruh aparatur yang menjadikan integritas, transparansi, dan akuntabilitas
sebagai budaya kerja yang hidup dan berkesinambungan.

Keberhasilan ini menempatkan Pengadilan Tinggl Agama Samarinda sebagai
satuan kerja percontohan (role model) dalam pembangunan Zona Integritas di lingkungan
peradilan agama. Melalui fungsl pembinaan dan pengawasan yang efektif, lembaga ini
secara aktf menularkan nilai-nilai integritas dan semangat reformasi birokrasl kepada
seluruh pengadilan agama di wilayah hukumnya. Dengan menjadi contoh ryata
bagaimana tata kelola yang bersih dan melayani dapat dioperasionalkan secara
konsisten, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda memainkan peran strategis dalam
membentuk ekosistem peradilan agama yang kredibel, transparan, dan terpercaya.

Lebih jauh lagi, pencapaian WBK dan WBBM bukan hanya mencerminkan
keberhasilan administratif, tetapi juga menjadi fondasi moral dan institusional bagi
Pengadilan Tinggi Agama Samarinda untuk terus mermperkuat legitimasi publik terhadap
lembaga peradilan. Dengan reputasi yang telah teruji dan kepercayaan masyarakat yang
semakin meningkat, Pengadilan Tinggl Agama Samarinda kini memiliki potensi besar
untuk melangkah lebih jauh yaitu menjadi poros integritas dan inovasi peradilan agama
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di tingkat nasional, sekaligus teladan bagi satuan kerja lain dalam mewujudkan peradilan
yang modern, humanis, dan berkeadilan sosial.

Dari sisi inovasi, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda teglah menunjukkan
kapabilitas institusional yang matang dalam mengintegrasikan teknologi informasi ke
dalam sistem peradilan modemn. Transformasi digital yang dijalankan bukan sekadar
adopsi teknologl, tetapi merupakan bagian dari strategi besar untuk mewujudkan tata
kelola peradilan yang lebih efisien, akuntabel, dan inklusif. Pemanfaatan teknologi digital
melalul berbagal platform seperti e-Court, e-Litigasi, e-Register, SIPP, serta sistem
monitoring dan evaluasi kinerja berbasis data telah memperkuat fungsi manajerial dan
yudisial sekaligus memperpendek jarak antara pengadilan dan masyarakat pencari

keadilan.

Disisi lain, potensi kelembagaan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda semakin
menunjukkan kekuatan dan stabilitasnya melalui struktur organisasi dan tata kerja yang
kokoh serta sejalan dengan regulasi Mahkamah Agung. Desain kelembagaan yang
responsif dan adaptif terhadap dinamika kebijakan nasional menjadikan Pengadilan
Tinggl Agama Samarinda mampu menjalankan fungsi koordinatif dan supervisi secara
optimal terhadap seluruh pengadilan agama di wilayah hukumnya. Sinergi struktur ini
menciptakan alur komando yang jelas, sistem pengawasan yang efektif, serta konsistensi
dalam penerapan standar pelayanan publik di setiap satuan kerja di bawah

koordinasinya.

Dengan dukungan kelembagaan yang solid, kemampuan mengintegrasikan
teknologl, sera tata kelola koordinatf yang efisien, Pengadilan Tinggl Agama Samarinda
Kini tampil sebagai institusi peradilan yang tidak hanya menjalankan mandat yudisial,
tetapl jJuga menjadi pelopor dalam reformasi manajemen peradilan berbasis data dan
inovasi digital. Potensi tersebut menjadi modal strategis untuk terus memperkuat peran
Pengadilan Tinggli Agama Samarinda sebagai center of excellence dalam
penyelenggaraan peradilan agama yang modermn dan adaptif.
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1.2.2. Permasalahan

4. Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana peradilan yang memadai merupakan
salah satu faktor kunci dalam meningkatkan kualitas layanan dan efektivitas pelaksanaan
tugas lembaga peradilan agama. Dalam konteks Pengadilan Tingg Agama Samarnnda,
ketersediaan fasilitas fisik dan infrastruktur pendukung menjadi isu strategis yang
menuntut perhatian serius, mengingat luasnya wilaysh hukum yang mencakup saluruh
Provinsi Kalimantan Timur dengan kondisi geografis yvang beragam serta jarak
antarsatuan kerja yang cukup jauh, Saat ini, sebagian satuan kerja di bawah Pengadilan
Tinggi Agama Samarinda masih menghadapi keterbatasan fasilitas gedung, ruang
sidang, ruang arsip, serta area pelayanan publik yang belum sepenuhnya memenuhi
standar pelayanan prima. Kondisi ini berimplikasi pada keterbatasan kapasitas ruang
kerja, kurangnya kenyamanan bagi masyarakat pencari keadilan, dan belum optimalnya
pEnarapan prnsip transparansi pelayanan.,

Selain kelerbatasan fasilitas fisik, tantangan juga muncul pada aspek infrastruktur
teknolog! informasi yang menjadi tulang punggung modernisasi sistem peradilan. Masih
terdapat satuan kerja yang belum memiliki perangkat komputer dan jaringan internet yang
memadai untuk mendukung operasional aplikasi berbasis elektronik sepeni Sistem
Infermasi Penelusuran Perkara (SIPP), E-Court, E-litigasi, maupun E-Keuangan,
Ketimpangan ketersadiaan sarana digital antara satuan kerja di wilayah perkctaan dan
pedalaman menyebabkan pelaksanaan layanan berbasis teknologi belum berdalan
secara merata, sehingga mempengaruhi efektivitas pelaporan, monitoring, dan integrasi
data perkara di tingkat wilayah.

Menyadari pentingnya peran sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan
reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan publik, Pengadilan Tinggi Agama
samarinda menempatkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sebagai salah
satu arah kebijakan strategis dalam periode perencanaan ke depan. Upaya yang
ditempuh meliputi penguatan perencanaan kebutuhan barang milik negara (RKBEMN)
secara terukur dan berbasis data kondisi riil satuan kerja, peningkatan koordinasi dengan
Mahkamah Agung Rl dalam pengadaan serta pembangunan fasiitas peradilan,
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optimalisasi pemanfaatan aset yang ada, serta peningkatan kapasitas infrastruktur
teknolog informasi untuk mendukung penerapan sistem peradilan berbasis digital,
Dengan langkah-langkah strategis tersebut, diharapkan seluruh satuan kerja di bawah
wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dapat memiliki sarana dan
prasarana yang memadal, sehingga mampu memberikan pelayanan peradilan yang
berkualitas, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat pencar keadilan.

b. Ketimpangan Sumber Daya Manusia di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama
Samarinda

Ketimpangan sumber daya manusia (SDM) pada satuan kera peradilan agama
tingkat pertama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Samarinda masih menjadi
persoalan stralegis yang berdampak langsung terhadap keberlangsungan fungsi
peradilan dan kualitas pelayanan publik. Ketimpangan ini tidak hanya tercermin pads
distribusi jumlah dan kompetensi hakim, tetapi juga pada jabatan struktural serta aparatur
manajerial dan administrasi yang menjadi tulang punggung tata kelola organisasi
pengadilan. Dengan kata lain, kesenjangan SDM yang terjadi bersifat menyeluruh
meliputi aspek yudisial, kepaniteraan, kesekretariatan, hingga unit-unit struktural
pendukung lainnya yang pada akhirnya memengaruhi efektivitas pengelolaan perkara,
manajemen kelembagaan, dan pencapaian target kinerja satuan kerja. Selain itu, alokasi
kebutuhan aparatur pada setiap satuan kerja pada dasarnya ditetapkan sesuai Kebijakan
Mahkamah Agung RI. Dalam praktiknya, proses penyesuaian antara kebijakan tersebut
dengan dinamika beban kerja dan karakteristik wilayah pada masing-masing satuan kerja
kadang menghadapi tantangan tersendiri, sehingga ketimpangan distribusi SOM masih
dapat terjadi.

Dalam aspek yudisial, keterbatasan jumiah hakim di beberapa pengadilan agama di
bawah Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Samarinda masih cukup menonjol,
terutama pada satuan kerja dengan volume perkara tinggi atau wilayah layanan yang
luas. Kekurangan hakim ini berdampak pada meningkatnya beban kera individual,
potensi penumpukan perkara, serta melambatnya proses penyelesaian perkara. Namun,
kendala tersebut menjadi semakin kompleks ketka ketimpangan juga terjadi pada
jabatan struktural dan aparatur pendukung, sehingga tidak hanya proses persidangan
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yang terganggu, tetapi juga sistem pengelolaan administrasi, pembinaan organisasi,
serta pelaksanaan program kera pengadilan secara keseluruhan.

Pada ranah jabatan struktural, sejumlah satuan kerja masih mengalami kekosongan
atau keterbatasan pejabat pada posisi-posisi kunci, seperti kepala subbagian dan
panitera muda, Ketidakmerataan pemenuhan jabatan struktural ini menimbulkan
kesenjangan kapasitas manajerial antar satuan kerja. Satker yang memiliki pejabat
struktural lengkap cenderung lebih stabil dalam pengelolaan organisasi, sementara
satker yang mengalami kekosongan jabatan struktural harus menjalankan tugas melalui
mekanisme rangkap jabatan atau penunjukan pelaksana tugas dalam jangka panjang.
Kondisi ini berisiko menurunkan kualitas pengambilan keputusan, memperiambat proses
administrasi internal, serta menghambat mutu pengelolaan anggaran, aset, dan
kepagawaian.

Ketimpangan jabatan struktural juga berdampak pada kualitas tata kelola dan
akuntabilitas satker. Di beberapa pengadilan agama, keterbatasan pejabat struktural
menyebabkan fungsi perencanaan program, monitoring evaluasi, dan pelaporan kinerja
tidak berjalan optimal. Akibatnya, pelaksanaan kegiatan menjadi kurang terarah,
penyusunan dokumen perencanaan tidak seragam, dan tindak lanjut hasil pengawasan
internal maupun eksternal menjadi lambat. Dalam konteks reformasi birokrasi dan
tuntutan akuntabilitas publik, kondisi ini dapat mengurangi kecepatan satuan kerja dalam
memenuni standar kinerja, termasuk pencapaian indikator zona integritas, penguatan
SAKIP, serta kualitas layanan berbasis teknologi informasi.

Selain itu, ketimpangan ini diperkuat oleh aspek kualitas SDM yang tidak merata.
Masih terdapat perbedaan tingkat kompetensi aparatur struktural dan fungsional antar
satuan kerja. balk dalam penguasaan regulasi, kemampuan manajenal, keterampilan
administrasi modern, maupun adaptasi teknologi digital peradilan. Perbedaan ini
dipengaruhi oleh minimnya kesempatan pengembangan kapasitas yang setara,
keterbatasan akses pelatihan, serta kebijakan rotasi dan mutasi yang belum sepenuhnya
berbasis kebutuhan beban kerja dan tantangan wilayah. Dampaknya, satuan kerja
dengan SDM struktural yang belum memadai sering kali tertinggal dalam penerapan
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inovasi layanan, penguatan administrasi elekironik, atau pemenuhan standar-standar
pelayanan yang ditetapkan Mahkamah Agung.

Karakteristik geografis wilayah Pengadilan Tinggi Agama Samarinda juga menambah
tingkat kesulitan dalam pemerataan SOM. Beberapa pengadilan agama berada pada
wilayah yang menantang secara akses dan fasilitas, sehingga berpengaruh terhadap
keberlanjutan penempatan aparatur, termasuk pejabat struktural. Jika tidak ditanganl
secara sistematis, ketimpangan jumiah dan kualitas SDM baik pada jabatan hakim
maupun struktural akan menjadi hambatan utama bagi Pengadilan Tinggi Agama
Samarinda dalam mendorong terwujudnya peradilan agama yang modern, profesional,

dan melayani.

Ketimpangan ini dapat menciptakan perbedaan mutu layanan antar satuan kerja,
memperlebar disparitas capaian kinerja, dan menurunkan persepsi publik terhadap
kesetaraan akses keadilan, Oleh sebab itu, isu ini perlu menjadi agenda prioritas renstra
melalui kebijakan pemetaan kebutuhan SDM berbasis beban kerja, penguatan distribusi
pejabat struktural secara proporsional, peningkatan kompetensl aparatur yang lebih
merata, serta pemberian dukungan dan afirmasi bagi satuan kerja dengan tantangan
wilayah khusus. Dengan langkah tersebut, kesenjangan SDM dapat dikurangi secara
signifikan sehingga seiuruh pengadilan agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama
Samarinda Samarinda mampu memberikan layanan peradilan yang seragam, cepat,

transparan, dan berkeadilan,

€. Keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan program kegiatan di Pengadilan

Tinggi Agama Samarinda

Pengadilan Tinggl Agama Samarinda sebagal salah satu peradilan tingkat banding di
bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki mandat untuk melaksanakan
fungsi pembinaan, pengawasan, dan pelayanan peradilan agama di wilayah Kalimantan
Timur. Dalam menjalankan peran strategis tersebut, Pengadilan Tinggi Agama
Samarinda dituntut untuk dapat beroperasi secara profesicnal, transparan, dan akuntabel
sesuai dengan prinsip one roof system yang menempatkan seluruh kewenangan
organisasi. administrasi, dan keuangan di bawah Mahkamah Agung. Namun demikian,
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di tingkat implementasi, lembaga ini masih menghadapi tantangan serius berupa
keterbatasan anggaran yang berdampak pada pelaksanaan program dan kegiatan.

Terbatasnya ketersediaan dana mengakibatkan sejumlah program prioritas tidak
dapat berjalan secara optimal, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan sarana
dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, serta pemantaatan teknologl
informasi dalam mendukung layanan peradilan yang modern dan transparan. Sebagal
langkah mitigasi, diperukan strategl pengelolaan keuangan vang lebih efektif dan efisien
melalul optimalisasi penggunaan anggaran vyang ftersedia, penguatan sistem
perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, serta penerapan prinsip akuntabilitas
dan transparansi dalam setiap tahapan pelaksanaan kegiatan.

Di samping itu, periu dilakukan upaya advokasi dan koordinasl yang lebih intensif
dengan Mahkamah Agung untuk memperoleh dukungan anggaran yang memadal sesual
dengan beban kerja dan kebutuhan riil pengadilan. Dengan penerapan strategi tersebut,
dinarapkan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dapat terus meningkatkan kinerja
organisasi, memperluas akses masyarakat terhadap keadilan, sena memperkuat
kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan agama sebagai pilar utama penegakan
hukum dan keadilan di wilayah Kalimantan Timur.

d. Belum Dptimalnya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi atas Inovasi Berbasis

Teknologi Informasi di Pengadilan Tinggl Agama Samarinda

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap inovasi berbasis teknologl informasi
di Pengadilan Tinggi Agama Samarinda masih belum optimal, sehingga pengembangan
dan pemanfaatan inovasi belum sepenuhnya memberikan dampak maksimal bagi
peningkatan kualitas layanan peradilan. Di tengah tuntutan modernisasi peradilan dan
percepatan transformasi digital, inovasi lekneologl informasi sehamusnya menjadi
instrumen strategis dalam mendorong layanan yang lebih cepat, transparan, akuntabel,
dan mudah diakses, Namun, tanpa monitoring dan evaluasi yang terstruktur dan
konsisten, inovasi yang telah dibangun berisiko tidak berkembang secara berkelanjutan,
sulit diukur efektivitasnya, bahkan dapat berhentl pada tahap penggunaan terbatas atau
sekadar menjadi formalitas program.
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Dari perspektif tata kelola, monitoring dan evaluasi inovasi teknologi informasi di
FPengadilan Tinggi Agama Samarinda belum sepenuhnya menjadi bagian integral dari
siklus manajemen kinerja satuan kerja. Hasil evaluasi belum secara konsisten digunakan
sebagai dasar perbaikan S0P, penguatan dukungan anggaran, maupun penyusunan
roadmap pengembangan inovasi yang lebih terarah. Tanpa integrasi inl. inovasi
berpotensi berjalan sebagal program tambahan, bukan sebagai komponen utama dari
transformasi layanan. Hal tersebut mengakibatkan inovasi belum mampu menopang
percepatan layanan digital secara konsisten di Pengadilan Tinggi Agama Samarinda.

Dampak dari belum optimalnya monitoring dan evaluasi inovasi berbasis teknologl
informasi cukup signifikan. Pertama, efektivitas inovasi sulit diukur dan keberlanjutannya
tidak dapat dipastikan. Kedua, potensi inovasi untuk menjadi solusi atas permasalahan
layanan tidak termaksimalkan. Ketiga, peluang replikasi inovasi yang berhasil ke satuan
kerja lain menjadi terbatas karena minimnya bukti kinerja, dokumentasl evaluasl, dan
model penguatan yang terstandar. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menghambat
target modernisasi peradilan, memperlambat peningkatan layanan digital, serta
memengaruhi perseps| masyarakal terhadap komitmen peradilan agama dalam
menghadirkan layanan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Oleh kKarena itu, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda akan melaksanakan perbaikan
menyeluruh dalam monitoring dan evaluasi inovasi berbasis teknologl informasi,
Penguatan diarahkan pada penyusunan indikator kinerja inovasi yang terstandar,
pelaksanaan evaluasi berkala berbasis data pemanfaatan dan dampak layvanan,
peningkatan kapasitas SDM pengelola inovasi sesual kebutuhan satuan kerja, serta
integrasi hasil evaluasi inovasi ke dalam perencanaan dan pengendalian kinerja satuan
kerja. Dengan monitoring dan evaluasi yang lebih terarah, setiap inovasi teknologi
informasi yang dikembangkan tidak hanya hadir sebagai produk, tetapl benar-benar
menjadi instrumen perubahan berkelanjutan dalam meningkatkan mutu  layanan
peradilan agama di Pengadilan Tinggi Agama Samarinda.
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e, Pengendalian Mutu Implementasi Zona Integritas (Z1) Belum Berjalan Optimal di
Semua Satuan Kerja di Wilayah Pengadilan Tingai Agama Samarinda

Pengendalian mutu implementasi Zona Integritas (Z1) di lingkungan satuan kerja
wilayah Pengadilan Tinggi Agama Samarinda masih memeriukan penguatan agar
pelaksanaannya berjalan optimal dan merata di seluruh satuan kerja. Pengendalian muty
dalam konteks pembangunan ZI bukan hanya merupakan kegiatan pemeriksaan
administratif, tetapi merupakan proses sistematis untuk mermastikan bahwa program,
indikator, dan rencana aksi Z| terlaksana secara konsisten serta menghasilkan dampak
nyata terhadap perubahan budaya ketja dan peningkatan kualitas layanan publik. Ketika
pengendalian mutu belum sepenuhnya kuat, terdapat risike bahwa pelaksanaan ZI lebih
berfokus pada pemenuhan dokumen daripada pada perbaikan substansial di lapangan.

Saat ini, standar dan mekanisme pengendalian mutu antar satuan kerja masih
menunjukkan variasi. Beberapa satuan kerja telah menerapkan pola pengendalian yang
terstruktur melalui evaluasi rutin, telaah eviden, serta findak lanjut yang terukur, Namun,
terdapat juga satuan kerja yang masih menjalankan pengendalian mutu secara bertaha P,
belum menyeluruh, atau belum sepenuhnya berorientasi pada siklus perbaikan
berkelanjutan. Kondisi tersebut menyebabkan capaian pembangunan 2| menjadi tidak
Seragam, saluan kerja dengan pengendalian mutu yang kuat cenderung menunjukkan
progres lebih cepat. sedangkan satuan kerja lain memerlukan dukungan lebih untuk
mencapai tingkat konsistensi yang sama,

Variasi pemahaman terhadap indikator ZI, standar eviden, serta mekanisme
pengukuran capaian juga menjadi tantangan tersendirl, Di beberapa satuan kerja, proses
pengendalian mutu belum sepenuhnya berbasis pada analisis data dan fakta lapangan,
sehingga rekomendasi perbalkan belum selalu tepat sasaran. Hal ini dapat
memperlambat identifikasi akar permasalahan dan menghambal percepatan tindakan
perbaikan yang dibutuhkan.

Cari aspek manajerial, integrasi pengendalian mutu dengan mekanisme perencanaan
dan pengendalian kinerja satuan kerja masih perlu diperkuat, Pada sebagian kasus, hasil
kontrol mutu belum sepenuhnya digunakan sebagai dasar untuk menetapkan pricritag
program, penguatan area perubahan, maupun penyempurnaan standar operasional
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prosedur layanan. Tanpa integrasi yang kuat, pembangunan £l berpotensi belum
sepenuhnya menjadi bagian dari pola kerja harian aparatur.

Selain itu, penguatan budaya mutu di lingkungan satuan kerja juga menjadi fakior
penting, Ildealnya, pengendalian mutu dilakukan sebagai bagian dari proses
pembelajaran dan peningkatan berkelanjutan, bukan hanya untuk kepentingan penilaian
ekstarnal. Ketika budaya mutu sudah terbentuk secara kuat, proses kontrol kualitas dapat
berjalan lebih efektif dan mendorong peningkatan Integritas serta inovasi layanan secara
konsisten.

Belum optimalnya pengendalian mutu implementasi Z| dapat berpengaruh pada
efektivitas reformasi birokrasi di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. Tanpa
sistem pengendalian mutu yang terstruktur dan konsisten, potensi kesenjangan antara
perencanaan dan pelaksanaan dapat meningkat, efekfivitas program pencegahan
karupsi menjadi sulit diukur, dan keseragaman kualitas layanan publik antar satuan kerja
belum sepenuhnya tercapai, Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mempengaruhi
percepatan pencapaian predikat Wilayah Bebas darl Korupsi maupun Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani, serta berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat,

Pengadilan Tinggl Agama Samarinda berkomitmen memperkuat pengendalian mutu
Z| dengan terus meningkatkan kemampuan tim dan aparatur melalui berbagai pembinaan
dan pelatihan yang sesuai kebutuhan. Upaya ini dihubungkan dengan manajemen kinerja
agar setiap evaluasi dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki program dan layanan,
Pengawasan dan pendampingan juga dilakukan secara lebih terarah berdasarkan risiko
dan capaian satuan kerja. Semua langkah tersebut didukung oleh upaya membangun
budaya mutu dan integritas melalui penguatan nilai-nilai 21, keteladanan pimpinan, serta
komunikasi perubahan yang dilakukan secara berkesinambungan.

1.2.3. Analisis SWOT

Analisis SWOT merupakan alal perencanaan strategis untuk mengidentifikasi
kekuatan internal, kelemahan internal, peluang eksternal, dan ancaman ekstemal yang
dihadapi suatu organisasi atau individu, Tujuannya adalah untuk memahami posisi
lembaga saat ini dan membantu perancangan strategi yang efekiif untuk pencapaian
tujuan yang ditetapkan. Dalam analisis SWOT terdapat 4 (empat) komponen, yaitu
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kekuatan (strength). kelemahan (weakness) peluang (cpporfumity), dan ancaman

(threat). Hasil analisis SWOT ini selanjutnya menjadi dasar dalam menentukan sasaran

program apa yang akan diimplementasikan dari sejumlah alternatif tersedia,

Strengths (Kekuatan)

- Memiliki kewenangan
sebagal kawal depan
Mahkamah Agung
dalam pembinaan,
pengawasan, dan
pelayanan peradilan di
wilayah Kalimantan
Tirmur

Tabel 1 8§ Analisa SWOT

Weaknesses

(Mefemahan)
Belum seragamnya
kualitas SDM, tata
kelola, dan standar
layanan antar
Pengadilan Agama
tingkat pertama.

Opportunities

(Peluang)
Adanya payung regulasi,
arah kebijakan, serta
program penguatan
kapasitas aparatur dari
Mahkamah Agung yang
dapat mempercepal
standardisasi mutu
layanan.

Threais

(Ancaman)
Kondisi geografis
Kaltim yang
luas/menantang
serta keterbatasan
akses di beberapa
daerah yang dapat
menghambat
pemerataan kayanan

Terdapat beri:ragai
inovasi berbasis
Teknologi Informasi
yang mempercepat
proses layanan,
meningkatkan
transparansi, dan
memudankan akses
masyarakat untuk
mewujudkan pelayanan
prima.

1. Belum optimalnya
pelaksanaan
Monitoring dan
Evaluasi (Monev)
atas inovasi
berbasis TI
sehingga
perbaikan belum
konsisten.

2. Kompeatensi SDM
dalam
pengounaan dan
pengelolaan TI
belum merata di
seluruh satuan
kerja,

' Struktur crganisasi dan
tata kerja telah tersusun
jelas dan baku sesuai

1. Persebaran SDM

antar
wilayah/satuan

Tren kebutuhan layanan
| digital terus meningkat
dan ekosistemn

| peningkatan kompetensi
Tl makin terbuka
(tersedianya

| pelatihan/sertifikasi.

komunitas profesional,
serta talenta Tl yang
berkembang), sehingga
memperluas peluang
penguatan inovasi dan
kapasitas SDM..

Adanya peluang
penguatan kelembagaan

dan pengembangan

Risiko gangguan
keamanan siber dan
kesenjangan akses
teknologi di
masyarakal yang
| dapat menghambat
efektivitas pelayanan
berbasis TI.

~ Peningkatan beban

kerja dan ekspektasi
| masyarakattemadap
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Strengths (Kekuatan)

reguiasi, sehingga
pembagian fungsi, alur
komando, serta
tanggung jawab setiap
unit kerja terdefinisi kuat
dan terarah,

Terdapat komitmen
organisasi yang kuat
dan konsisten dalam
permbangunan Zona
Integritas secara
berkelanjutan, menjadi
fondasi budaya kerja
bersih, akuntabel, dan
berorientasi layanan.

Weaknesses

{Kelemahan)
kerja belum
merata,
menyebablkan
sebagian unit
mengalami beban
kerja tidak
seimbang,
rangkap fungsi.
dan perlambatan
layanan.

2. Kesenjangan
jumilah serta
kompetensi
pegawal membuat
standardisasi
kinerja dan mutu
layanan antar
wilayah sulit
tercapal secara
konsisten,

Opportunities
{Peluang)

SOM melalul penataan
kebutuhan pegawal,
rekrutmen,
rotasi/redistribusi, serta
peningkatan kapasitas
berkelanjutan, sehingga
pemerataan kinerja
organisasi makin
memungkinkan,

Pengéﬁaalian mirtu
implementasi £
belum berjalan
optimal dan bealum
merata di seluruh
satuan kerja wilayah
FTA Samarinda,

- sehingga capaian

dan standar ZI masih
barvariasi.

Threats
{Ancaman)
layanan yang cepat—

transparan dapat
memperbesar
tekanan pada unit
yang kekurangan
S0OM dan berisiko
menurunkan kualitas
layanan bila tidak
segera diimbangi.

Meningkatnya tuntutan
masyarakat terhadap
birokrasi yang bersih
dan layanan publik yang
transparan menjadl
momentum eksternal
untuk memperkusat
penerapan Z| secara
merata.

Jika ketidaksamaan
mutu Z1 antar satuan
kerja berlanjut,
barisiko
menimbulkan
persepsi publik yvang
negatif dan
melemahkan

| kepercayaan

terhadap institusi___
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BAEB I
VISI, MISI, DAN TUJUAN
FENGADILAN TINGG| AGAMA SAMARINDA

2.1. VIS|

Dalam sistem negara hukum, peradilan memilki peran yang sangat penting
sebagaj penjaga keadilan dan penegak supremasi hukum. Melalui lembaga peradilan,
prinsip kesefaraan di hadapan hukum ditegakkan tanpa memandang status sosial,
jabatan, ataupun kondisi ekonomi. Pengadilan berfungsi bukan hanya sebagal Institusi
pemutus perkara, melainkan juga sebagai pilar kepercayaan publik terhadap tegaknya
hukum dan keadilan di Indonesia. Sebagal bagian dari kekussaan kehakiman,
Mahkamah Agung Republik Indonesia memegang tanggung jawab besar untuk
memastikan terwujudnya prinsip negara hukum yang berkeadilan. Melalui Cetak Biru
Pembaruan Peradilan 2010-2035, Mahkamah Agung merumuskan arah besar
pembaruan lembaga peradilan dengan visi: “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia

yang Agung.”

Visi tersebut mencerminkan tekad untuk membangun lembaga peradilan yang
lidak hanya kuat darl segi struktur dan kewenangan, tetapi juga bermartabat,
berintegritas, serta berorientasi pada pelayanan publik yang adil dan transparan. Visi ini
juga sejalan dengan arah pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, yang merupakan penjabaran dari Undang-
Undang Nemor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045. RPJMN tersebut memuat
visi pembangunan nasional: “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045
Visl besar ini menekankan semangat kolaborasi seluruh elemen bangsa untuk
mewujudkan Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur. Dalam konteks ini,
lembaga peradilan memiliki peran strategis dalam mendukung terwujudnya tata kelola
pemerintahan yang bersih dan berkeadilan sebagai fondasi menuju Indonesia Emas.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan ya ng
diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi
Agama Samarinda. Sebagai bagian dari struktur Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi
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Agama Samarinda turut mengemban tanggung jawab tersebut. Lembaga ini menjadi
motor penggerak peradilan agama di wilayah Kalimantan Timur, yang tidak hanya
berfungsi mengawasi pelaksanaan tugas peradilan di tingkal perama, tetapi juga
memastikan bahwa setiap putusan mencerminkan nilai keadilan substantif dan
kemanusiaan. Dalam semangat sinergi antara visi nasional RPJMN 2025-2029, visi
Mahkamah Agung Republik Indonesia. dan komitmen untuk memperkuat sistem
peradilan agama yang modem dan humanis, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda
menetapkan arah pandang jangka panjangnya melalui visi kelembagaan sebagai berikut:
“TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA YANG AGUNG.”

22 MIS|

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang
ditetapkan agar tujuan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dapat terlaksana dan
terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda adalah sebagai berikut:

d) Menjaga kemandirian Peradilan Agama di Lingkungan Pengadilan Tinggl

Agama Samarinda

Syarat utama fterselenggaranya proses peradilan vang pasti, transparan, dan
akuntabel adalah adanya kemandirian badan peradilan serta kemandirian hakim dalam
menjalankan tugasnya. Kemandirian menjadi kata kunci dalam pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi badan peradilan agar dapat berjalan efekiif, bebas dari pengaruh, tekanan,
maupun intervensi pihak mana pun. Independensi kekuasaan kehakiman harus dijamin
oleh negara dan ditetapkan dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan.
Seluruh lembaga pemerintahan dan institusi lainnya berkewajiban untuk menghormati
dan menjaga independensi tersebut, sebagaimana ditegaskan dalam Asas-Asas Dasar
Independensi Kekuasaan Kehakiman PBB (Resolusi Sidang Umum 40/32 tanggal 29
Movember 1985 dan 40/146 tanggal 13 Desember 1985).

Sebagai langkah awal, diterapkannya penyatuan atap (one roof system) di bawah
Mahkamah Agung merupakan tonggak penting dalam mewujudkan kemandirian
peradilan, Melalui sistem ini, kewenangan atas urusan organisasi, administrasi, dan
finansial selurun badan peradilan berada sepenuhnya di bawah Mahkamah Agung,
Pengaturan ini memastikan penyelenggaraan peradilan berjalan baik tanpa mengganggu
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tugas pokok kehakiman. Dalam kerangka tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda
menempatkan dinnya sebagai garda depan Mahkamah Agung di wilayah Kalimantan
Timur untuk menjaga dan memperkuat kemandirian peradilan,

Hal penting lain yang diperjuangkan Mahkamah Agung adalah kemandirian
pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk
alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan
jaminan penyelenggaraan pengadilan di seluruh Indonesia, tidak terkecuali di lingkungan
Pengadilan Tinggl Agama Samarinda mendukung perjuangan Mahkamah Agung dalam
kermandirian pengelolaan anggaran yang berbasis kinerja.

Selain kemandirian Instiusional, kKemandirian di Lingkungan Pengadilan Tinggl
Agama Samarinda juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus
(kemandirian individualfungsional) yang terkait erat dengan tujuan penvelenggaraan
pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin
adanya pengakuan, jaminan, periindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap
manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di
antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang di Lingkungan
Peradilan Agama.

b) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan di

Provinsi Kalimantan Timur

Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan di Provinsi
Kalimantan Timur merupakan misi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang akan
dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. Misi inl diarahkan untuk memastikan
pahwa proses peradilan fidak hanya menghasilkan putusan yang adi, tetapi juga
diselenggarakan melalui prosedur yang transparan, sederhana, dan dapat diakses oleh
peradilan yang inklusif, yaitu dengan menjamin adanya akomeodasi yang layak bagi
kelompok rentan, termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat,
serta kelompok marginal lainnya.,
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€] Meningkatkan kualhtas kepemimpinan Peradilan Agama di Lingkungan

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda

Kualitas kepemimpinan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda menjadi
faktor penentu bagi arah, kecepatan, dan keberhasilan gerak perubahan di wilayah
hukumnya. Dalam kerangka sistem satu atap, pimpinan di lingkungan Pengadilan Tingg
Agama Samarinda tidak hanya dituntut menguasai aspek teknis yudisial, tetapi juga
memiliki kapasitas dalam merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis yang berkaitan
dengan kepemimpinan dan manajemen organisasi. Pada ranah yudisial, pimpinan
pengadilan agama bertanggung jawab menjaga kesatuan hukum serta memastikan
konsistensi penerapan norma di satuan peradilan yang dipimpinnya. Sementara dalam
ranah non-teknis, pimpinan perlu menggerakkan sistem administrasi secara efektif
melalul kolaborasi dengan pelaksana urusan administrasi.

Dengan demikian, pimpinan pengadilan agama idealnya memiliki kompetensi yang
utuh, baik yudisial maupun non-yudisial agar mampu menavigasi perubahan dan
menjawab tantangan peradilan modemn. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pengadilan
Tinggl Agama Samarinda memfokuskan perhatian pada peningkatan Kualitas
kepemimpinan di seluruh pengadilan agama sewilayah hukumnya, melalui penguatan
dan pengembangan kompetensi teknis yudisial serta non-teknis (kepemimpinan dan
manajerial).

d) Meningkatkan kKredibilitas dan fransparans| Peradilan Agama di Lingkungan

Fengadilan Tinggi Agama Samarinda

Kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda adalah fondasi
utama untuk memulinkan dan memperkuat kepercayaan para pencari keadilan terhadap
lembaga peradilan. Untuk menjaga kredibilitas tersebut, pengadilan akan terus
mengefektifkan sistem pembinaan dan pengawasan, serta memastikan publikasi putusan
dilakukan secara bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Keterbukaan dalam pengelolaan organisasi bukan hanya menjadi wujud akuntabilitas
kepada masyarakat, tetapi juga berperan penting dalam membangun rasa percava di
kalangan para pemangku kepentingan internal. Melalui akses informasi yang jelas dan
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pelaporan internal yang tertata, setiap personel peradilan mempercleh kepastian
mengenal jenjang karer, peluang pengembangan diri melalui pendidikan dan pelatihan,
serta mekanisme penghargaan maupun sanksi yang berlaku secara adil,

Pada akhimya, terwujudnya transparansi, perlakuan vang setara, serta jaminan
proses yang jujur dan adil hanya dapat dicapal bila seluruh personel peradilan bekerja
secara profesional dan konsisten menjaga integritas, Dengan demikian, pengadilan tidak
hanya hadir sebagai institusi penegak keadilan, tetapi juga sebagai organisasi yang

dipercaya karena terbuka, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik vang
bermartabat.
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2.3. TUJUAN

Tujuan Mahkamah Agung dirumuskan untuk memberikan arah yang terukur bagi
pencapaian visi dan misi lembaga dalam jangka menengah. Rumusan tujuan tersebut
memperhatikan peran strategis Mahkamah Agung sebagal pengadilan tertingai yang
tidak hanya menjalankan fungsi yudisial, tetapi juga bertanggung jawab atas pengelolaan
sistemn peradilan secara menyeluruh. Dalam penyusunannya, tujuan-tujuan Mahkamah
Agung tidak hanya berlandaskan pada mandat kelembagaan sebagaimana diatur dalam
konstitusi dan peraturan perundang-undangan, tetapl juga diselaraskan dengan arah
kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2025—
2029,

RPJMN periode tersebut menempatkan supremasi hukum, transformasi tata
kelola, dan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai pilar utama reformasi
kelembagaan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif dan terpercaya.
Sejalan dengan arah kebijakan nasional tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda
sebagal bagian dari badan peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia
memiliki tanggung jawab strategis dalam menerjemahkan visl besar lembaga peradilan
ke dalam konteks regional di wilayah Kalimantan Timur.

Tujuan Pengadilan Tinggl Agama Samarinda dirumuskan untuk memperkuat
peran peradilan agama dalam memastikan terselenggaranya kekuasaan kehakiman
yang adil, transparan, dan berintegritas. Tujuan ini juga menjadi landasan bagi upaya
mewujudkan tata kelola peradilan yang modem dan akuntabel, yang selaras dengan
semangat ransformasi digital dan reformasi birokrasi di lingkungan peradilan agama,

Melalui tujuan ini, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berkomitmen untuk
menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, sederhana, dan mudah diakses
oleh masyarakat pencarl keadilan, sekaligus menumbuhkan kepercayaan publik
terhadap lembaga peradilan agama, Selain i, tujuan tersebut juga mencerminkan tekad
untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan profesionalisme aparatur peradilan, agar
seliap proses peradilan tidak hanya memenuhi aspek hukum, tetapi juga mencerminkan
nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan substantif.

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 PTA SAMARINDA | 49



Dengan demikian. tjuan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam Rencana
Strategis Tahun 2025-2029 mencerminkan semangat untuk membangun peradilan
agama yang unggul, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik yang adil serta
inklusif. Tujuan ini menjadi kompas bagi seluruh jajaran dalam melangkah bersama
menuju terwujudnya sistem peradilan yang bersih, transparan, dan terpercaya, sejalan
dengan arah kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan cita-cita besar
pembangunan nasional.

Tujuan 1 - Mewujudkan Pengadilan Tinggl Agama Samarinda yang Mandiri dalam
Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara, dan Berkeadilan

Tujuan ini menegaskan peran Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam
menjamin tegaknya prinsip negara hukum melalui proses peradilan yang independen dan
imparsial. Penegakan hukum yang berkepastian serta pelayanan hukum yang setara dan
berkeadilan diarahkan untuk memenuhi hak-hak konstitusional warga negara tanpa
diskriminasi. Mandiri dalam konteks ini bukan hanya bermakna bebas dari intervensi,
tetapi juga mampu secara kelembagaan dan administratif untuk menyelenggarakan
layanan peradilan secara efektif dan responsif. Hal ini sejalan dengan agenda
transformasi supremasi hukum dan stabilitas nasional dalam RPJMN 2025-2029 yang
mendorong penguatan sistem peradilan sebagai penjaga keadilan dan hak asasi
manusia. Untuk mengukur capaian terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Samarinda
yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan
berkeadilan, digunakan Indeks Efektivitas Layanan Peradilan yang meliputi seluruh
Indikator Sasaran Strategis 1 dan Indikator Sasaran Strategis 2. Indeks Efektivitas
Layanan Peradilan adalah ukuran kemposit yang dikembangkan untuk menilaj capaian
kinera institusi peradilan dalam memberikan layanan hukum dan penanganan perkara
secara menyelurun. Indeks ini tidak hanya mencerminkan ketepatan dan kecepatan
dalam penyelesaian perkara, namun juga mengevaluasi kualitas layanan darn sisi
akuntabilitas, transparansi, aksesibilitas, dan adaptivitas terhadap kebutuhan masyarakal
pencan keadilan. Sebagai indikator tujuan strategis, indeks ini dibangun dari
penggabungan 5 indikator yang bersifat kuantitatif dan kualitatif, mencakup efektivitas
operasional pengadilan, penerapan teknelogi digital dalam layanan hukum, penyampaian
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hasil putusan kepada para pihak, serta persepsi publik terhadap integritas, responsivitas,
dan kepuasan terhadap layanan pengadilan,

Tujuan 2 - Mewujudkan Pengadilan Tinggl Agama Samarinda vang Transparan,
Akuntiabel, Modern, dan Profesional

Tujuan ini menekankan pentingrya kepercayaan publik terhadap lembaga
peradilan, Kepercayaan tersebut hanya dapat dibangun melalui praktik transparansi
Informasi, akuntabilitas kinerja, serta tata kelola lembaga peradilan yang bersih dan
profesional. Modemisasi lembaga peradilan juga menjadl aspek kunci, dengan
pemanfaatan teknologi informasi seperti e-Court, e-Litigation, dan e-Berpadu untuk
mempercepat, menyederhanakan, dan mempermudah preses peradilan. Ini sejalan
dengan agenda transformasl lata kelola dan pelayanan publik digital dalam RPJMN
2025-2029 yang mengedepankan efisiensi birckrasi dan penguatan sistem merit. Untuk
mengukur capaian terwujudnya badan peradilan yang transparan, akuntabel, modern,
dan profesional, digunakan Indeks Efektivitas Tata Kelola dan Manajemen Peradilan
yang meliputi seluruh Indikator Sasaran Strategis 3. Indeks Efektivitas Tata Kelola dan
Manajemen Peradilan adalah indikator gabungan yang mengukur kualitas sistem
kelembagaan pengadilan dalam menjalankan fungsi tata kelola dan manajemen lembaga
yang akuntabel, transparan, profesional, serta selaras dengan kebijakan pembangunan
nasional. Indeks ini dirancang untuk mengukur capaian kinerja dari mulai pelaksanaan
tugas pokok peradilan, mencakup efektivitas pengelolaan anggaran, penerapan sistem
merit dalam manajemen SDM, dan pengelolaan aset negara yang tertib. Sebagai
indikator tujuan Mahkamah Agung, indeks ini berfungsi sebagai tolok ukur kelembagaan
untuk menunjukkan sejauh mana praktik manajerial dan sistem tata kelola internal telah
memenuhi prinsip good govemnance dengan tetap menjaga integritas pengelolaan
sumber daya dan kredibilitas laporan keuangan,

2.4 SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dirumuskan sebagai arah
pencapaian yang terukur dan terfokus untuk mendukung dua tujuan utama lembaga,
yaitu: (1) mewujudkan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yarg mandii dalam
pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara, dan berkeadilan: serta {2)
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mewujudkan lembaga peradilan yang transparan, akuntabel, modern, dan profesional.
Sasaran-sasaran ini menjadi penghubung antara visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama
Samarinda dengan pelaksanaan program dan kegiatan konkret di seluruh unit kerja
peradilan. Dengan demikian, setiap sasaran strategis tidak hanya berfungsi sebagal arah
kebijakan, tetapi juga sebagai tolok ukur keberhasilan transformasi kelembagaan dalam
periode 2025-2029,

Dalam kerangka theory of change, sasaran strategis menggambarkan kondisi
ideal yang Ingin dicapai melalul proses perubahan bertahap sebagai konsekuensi logis
dari berbagai intervensi kebijakan dan program prioritas yang dijalankan. Oleh karena itu,
sasaran strategis memiliki peran penting sebagai intermediafe culcomes yang menjadi
dasar evaluasi terhadap capaian tujuan kelembagaan secara sistematis, terukur, dan
berkelanjutan.

Selain itu, perumusan sasaran strategis Pengadilan Tinggi Agama Samarinda juga
memperimbangkan keterkaitan sebab-akibat yang logis dengan sasaran pembangunan
nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMMN 2025-2029, Periode RPJMN ini
mengusung agenda transformasi hukum, tata kelola, dan pelayanan publik yang inklusif
serta berkualitas sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih,
efeklif, dan terpercaya, Dengan demikian, keberhasilan pencapaian sasaran strategis
Pengadilan Tinggl Agama Samarinda akan berkontribusi langsung terhadap pelaksanaan
agenda reformasi kelembagaan negara di bidang peradilan.

Setiap sasaran stralegis Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dilengkapi dengan
indikator kinerja dan target yang terukur, untuk memastikan pelaksanaan program
berjalan secara akuntabel dan dapat dievaluasi secara objektif. Perumusan indikator
tersebut didasarkan pada evaluasi atas relevansi, efektivitas, dan capaian indikator
kinerja dalam Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024. Dengan
mempertimbangkan pengalaman implementasi sebelumnya, indikator kinera yang
ditetapkan dirancang agar lebih adaptif terhadap perkembangan sistem peradilan serta
lebih mencerminkan kebutuhan para pencari keadilan, Penjabaran lebih lanjut mengenai
sasaran strategis Pengadilan Tinggl Agama Samarinda, beserta indikator kinera dan
target capaian untuk lima tahun ke depan, akan diuraikan pada bagian barikutnya,
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241  SASARAN STRATEGIS 1
Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan

Modern

Sasaran ini mencerminkan komitmen Pengadilan Tinggl Agama Samarinda untuk
menghadirkan layanan peradilan yang memenuhi standar keadilan prosedural dan
substantif, dengan tata kelola yang terbuka dan adaptif terhadap perkembangan
teknologi. Sasaran ini sangat relevan dengan Agenda Transformasi Layanan Publik
dalam RPJMN 2025 2029, yang menekankan penguatan kualitas layanan berbasis
digital, efisiensi proses, dan jangkauan layanan yang lebih Inklusif, Untuk mengukur
pencapaian terhadap sasaran strategis ini secara terstruktur dan terukur, Pengadilan
Tinggi Agama Samarinda menetapkan sejumlah indikator kinerja utama yang
mencerminkan berbagal aspek penting dalam penyelenggaraan layanan peradilan,
Indikator-indikator tersebut tidak hanya menilai output administratif seperti ketepatan
waktu penyelesaian perkara dan pengiriman salinan putusan, tatapi juga mencerminkan
efektivitas Implementasi kebijakan digitalisasi peradilan serta keberhasilan pendekatan
penyelesajan sengketa non litigasl. Beberapa indikator diarahkan untuk memastikan
bahwa proses peradilan berlangsung secara efisien dan tepat waktu (indikator 1.1 hingga
1.2}, sementara indikator lainnya menekankan pentingnya transparansi dan akses publik
terhadap putusan (indikator 1.3). Terakhir, indikator 1.4 menjadi ukuran kunci dalam
transformasi digital peradilan melalui e-Court, yang sejalan dengan arah pembangunan
nasional untuk memperluas akses terhadap layanan publix berbasis teknologi yang
inklusif dan adaptif. Dengan kerangka indikator tersebut, Pengadilan Tinggi Agama
Samarinda berupaya memastikan bahwa setiap aspek kinerja peradilan yang diarahkan
untuk mendukung pengadilan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus
selaras dengan agenda reformasi sistem hukum dalam RPJMMN 2025-2029, dapat
dimonitor secara cbyektif. Untuk menjamin kejelasan dan kensistensi dalam pengukuran,
rumus atau formula penghitungan masing-masing indikator kinerja dapat ditinjau pada
tabel berikut.

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 PTA SAMARINDA | 53



Tabel 2 1 Sasaran Strategis 1 Terwwjudnya Peradilan yang Efektif. Transparan, Akuntabel

Responsif dan Modern

Sasaran Strategis Indikator Rumus Indikator
Terwujudnya 1.1 | Persentase penyelesaian Jumlah perkara yang
peradilan yang perkara secara tepat wakiu diselesaikan tepat waktu
efektif, transparan, dibagi jumlah perkara
akuntabel, yang diselesaikan x
responsil dan 100%
modern 1.2 | Persentase pengiriman Jumlah salinan putusan
salinan putusan tepat waktu | yang dikinmkan kepada
oleh pengadilan tingkat pengadilan pengaju

banding kepada pengadilan
pengaju

secara tepat waktu
dibagi jumlah perkara
yang diputus x 100%

t:3

Persentase putusan

pengadilan yang diunggah
pada direktori putusan

Jumlah putusan yang
diunggah pada direktor
putusan dibagl jumiah
putusan yang telah
diminutasi x100%

1.4  Persentase perkara perdata | Jumlah perkara perdata
agama lingkat banding yang | agama tingkat banding
menggunakan e-Court yang diajukan

menggunakan e Court
dibagi jumlah perkara
perdata agama tingkat
banding yang diajukan
*100%

2.4.2. 5ASARAN STRATEGIS 2
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Meningkatnya kepercayaan publik merupakan prasyarat utama bagi tegaknya
legitimasi kekuasaan kehakiman dalam negara hukum yang demokratis, Kepercayaan ini
tidak hanya menjadi ukuran keberhasilan lembaga peradilan dalam menjalankan
fungsinya, tetapi juga menjadi fondasi bagl terwujudnya sistem hukum yang berintegritas
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dan berkeadlan. Sasaran sirategis inl sejalan dengan Agenda Penguatan Supremasi
Hukum dan Peningkatan Integritas Aparatur Negara sebagaimana tertuang dalam
RPJMN 2025-2029, yang menempatkan akuntabilitas, integritas, dan transparansi
lembaga negara sebagai dasar tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam kerangka
tersebut, Pengadilan Tinggl Agama Samarinda memfokuskan arah kebijakan dan
programnya pada peningkatan kualitas layanan publik yang menjunjung tinggi nilal-nilai
integritas, profesienalitas, dan keadilan,

Untuk mengukur capalan sasaran tersebut, indikator kinerja dirumuskan dalam
bentuk indeks, sebagai pendekatan yang lebih holistik dan multidimensional dalam
menilai tingkat kepercayaan publik. Penggunaan indeks memungkinkan penggabungan
berbagal varabel kunci ke dalam satu ukuran terpadu, sehingga tidak hanya
menampilkan aspek kuantitatif, tetapi juga menggambarkan kualitas tata kelola lembaga,
persepsi pemangku kepentingan, serta pengalaman nyata para pengguna layanan
peradilan.

Indikator utama pada sasaran ini, yaitu Indikator 2.1 Indeks Kepuasan Pengguna
Layanan, merefleksikan persepsi publik terhadap kualitas pelayanan yang diberikan
pengadilan sesuai dengan standar vang telah ditetapkan. Melalui pengukuran yang
sistematis dan konsisten, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berkomitmen
membangun dan menjaga kepercayaan publik secara berkelanjutan, sebagai wujud
tanggung jawab moral dan institusional dalam menegakkan keadilan. Sasaran strategis
ini sekaligus menjadi bagian dari kontribusi nyata Pengadilan Tingai Agama Samarinda
dalam mendukung pelaksanaan agenda reformasi birokrasi dan penguatan supremasi
hukum yang diusung dalam RPJMN 2025-2029. Rumusan dan definisi operasional dari
masing-masing indikator kinerja akan disajlkan pada tabel berikut, guna memastikan
konsistensi pengukuran, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya.
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Tabel 2 2 Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Tingkal Keyakinan dan Kepercayaan Pubilk

Sasaran Strategis Indikator Rumus Indikator

Meningkatnya 2.1 | Indeks Kepuasan Indeks ini bertujuan untuk mengukur

Tingkat Keyakinan Pengguna Layanan | kepuasan masyarakat pencari

dan Kepercayaan Pengadilan keadilan terhadap standar layanan

Publik Berdasarkan Standar | pengadilan, dengan kriteria sebagai
Layanan yang berikut: a. Persyaratan; b. Sistem,
Ditetapkan Mekanisme, dan Prosedur; c. Wakiu

Panyelesalan; d. Blaya/ Tarif; e.
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
f. Kompetensi Pelaksana: g.
Perilaku Pelaksana; h. Penanganan
Pengaduan, Saran dan Masukan; L.
Sarana dan Prasarana.

2.4.3. SASARAN STRATEGIS 3
Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan Dan Profesional

Sasaran strategis inl diarahkan untuk memperkual kapasitas tata kelola
Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam mengelola sumber daya secara efektif,
efisien, dan akuntabel. Dalam kerangka kebijakan nasional, sasaran ini selaras dengan
Agenda Reformasi Birokrasi dan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan sebagaimana
tercanium dalam RPJMN 2025-2028, yang menekankan peningkatan integritas
kelembagaan, profesionalisme aparatur, serta pengelolaan keuangan dan sumber daya
yang berorientasi pada hasil (resulf-oriented),

Penerapan manajemen yang transparan dan profesional tidak hanya menjadi
prasyarat teknis bagi terselenggaranya layanan peradilan yang prima, tetapi juga
merupakan pilar strategis dalam membangun legitimasi dan kepercayaan publik terhadap
lembaga peradilan. Atas dasar itu, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda menetapkan
indikator kinerja yang secara konkret mencerminkan efeklivitas tata kelola internal,
khususnya pada aspek perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan azet,

Secara lebih spesifik, Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) (3.1)
pada Satuan Kerja Pengadilan digunakan sebagai alat ukur yang kemprehensit untuk
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menilai tingkat profesionalitas pegawsi ASN di lingkungan pengadilan. Indeks ini
menggambarkan kualitas individu dan organisasi ASN melalui beberapa dimensi utama
seperti kualifikasi, kompetensi, kinerfa, dan disiplin sehingga dapat memperlihatkan
posisi capaian profesionalitas satuan kerja secara objekiif dan terstandar.

Penggunaan IF ASN di Satuan Kerja Pengadilan juga berfungsi sebagai dasar
perencanaan dan pengambilan kebijakan pembinaan SDM. Hasil pengukuran |P ASN
dipakai untuk mengidentifikasi kesenjangan (gap) antara kondisi aktual pegawai dengan
standar profesionalitas yang ditetapkan, lalu menjadi rujukan dalam penyusunan program
peningkatan kapasitas, pelalihan berbasis kebutuhan, penataan karler, hingga
penguatan digiplin dan etika kera. Dengan demikian, IP ASN tdak hanya menjadi
indikator administratif, tetapi juga instrumen strategis untuk mendorong peningkatan
kualitas layanan peradilan yang lebih efektif, akuntabel, dan berorientasi pada manfaat
bagi masyarakat.

Kemudian, Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja
Pengadilan (3.2) dan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (3.3) digunakan untuk
mengukur sejaub mana satuan kerja mampu merencanakan dan melaksanakan
anggaran secara efektif, efisien, serta akuntabel, di mana IKPA menilai kualitas
pelaksanaan melalul ketepatan penyerapan, kesesuaian realisasi dengan rencana
penarikan dana, kepatuhan terhadap ketentuan pengadaan dan pembayaran, sera
ketertiban administrasi dan pelaporan, sedangkan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran
menilal mutu perencanaan dari ketepatan penyusunan RKA-K/L, konsistensi antara
pagu, output, dan target kinerja, keandalan data dukung, hingga kemampuan
memperkirakan kebutuhan kegiatan agar revisi dapat diminimalkan, sehingga kedua nilai
ini memberikan gambaran utuh atas siklus pengelolaan anggaran dari perencanaan yang
presisi sampal pelaksanaan yang tertib dan tepat waktu untuk mendukung pencapaian
output dan peningkatan layanan peradilan yang berorientasi hasil. Sementara itu, Indeks
Pengelolaan Aset (3.2) menjadi tolok ukur terhadap kualitas dan akuntabilitas dalam
pengelolaan Barang Milik Negara. Melalui kedua indikator ini, Pengadilan Tinggl Agama
Samarinda menegaskan komitmennya untuk mewujudkan manajemen peradilan yang
modemn, akuntabel, dan adaptii terhadap prinsip-prinsip good governance. Tata kelola
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internal yang kuat diyakini akan menjadi fondasi utama bagi terciptanya layanan

peradilan yang efektif, terpercaya, dan berkelanjutan.

Tabe! 2 3 Sazaran Shrategis 3 Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Pubifk

Sasaran Strategis
Terwujudnya
Manajemen
Peradilan Yang
Transparan Dan
Profesional

i
Pt

3.1

Indikator
Indeks
Profesionalitas
Aparatur Sipil
Negara (IP ASN)
Satuan Kerja

- Pengadilan

Rumus Indikator

Milal Indeks Profesionalitas
Aparatur Sipil Megara {IP ASN)
terdiri dari:

1. Kompetensi (40%)

2. Kinerja (30%)

3. Kualifikasi (25%)

4. Disiplin (5%)
Dasar Hukum :
Peraturan Badan Kepegawaian
Daerah Nomor 8 Tahun 2019

Nilai Indikator Kinerja
Pelaksanaan
Anggaran (IKPA)
DIPA 01 Satuan
Kerja Pengadilan

- Nilai Kinerja Pelaksanaan

Anggaran terdiri dan:

a Revisi DIPA (10%)

b. Penyerapan Anggaran
(20%)

c. Penyelesalan Tagihan
(10%)

d. Dispensasi SPM {(menjadi
pengurangan nilai IKPA)

e Deviasi Hal. 3 DIPA {15%)

. Belanja Kontraktual (10%)

g Pengelolaan UP dan TUP
(10%)

h. Capaian Output (25%)

- Milai kinerja pelaksanaan
anggaran merupakan
pengukuran kinerja tahun
berjalan dari DIPA 01
Pengadilan Tinggi Agama
Samarinda

Dasar Hukum :

Peraturan Ditjen Perbendaharaan

Kementerian Keuangan Nomor

Per-5/PRI2024 tentang Petunjuk

Teknis penilaian Indikator Kinerja
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£

Indikator

Rumus Indikator
Pelaksanaan Anggaran Belanja
Kementerian Negara/Lembaga

Nilai Indikator Kinerja
Pelaksanaan
Anggaran (IKPA)
DIPA 04 Satuan
Kerja Pengadilan

- Nilai Kinerja Pelaksanaan

Anggaran terdiri dari;

a. Revisi DIPA (10%)

b. Penyerapan Anggaran
(20%)

c. Penyelesaian Tagihan
{(10%)

d. Dispensasi SPM (menjadi
pengurangan nilai IKPA)

o. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%)

f. Belanja Kontraktual {(10%)

g. Pengelolaan UP dan TUP
{10%)

h. Capaian Qutpul (25%)

- Milai kinerja pelaksanaan
anggaran merupakan
pengukuran kinerja tahun
berjalan dari DIPA D4
Pengadilan Tinggi Agama
Samarinda

Dasar Hukum :

Peraturan Ditjien Perbendaharaan

Kementerian Keuangan Nomor

Fer-5/PB/2024 tentang Petunjuk

Teknis penilaian Indikator Kinerja

Pelaksanaan Anggaran Belanja

Kementerian Negara/Lembaga

134

Nilai Kinerja
Ferencanaan
Anggaran DIPA 01

- Nilai Kinerja Perencanaan

Anggaran:

Efektifitas dengan nilai 75%

yang terdiri dari:
Capaian Indikator Sasaran
Strategis KiL (25%)

- Agregasi Capaian IKP Unit
Eselon | (26%)

- Agregasi Capaian RO
Satker (30%)
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Indikator

Rumus Indikator

Efisiensi 25% yaitu agregasi
hilai efisiensi satker
Nilai kinerja perencanaan
anggaran merupakan pengukuran
kinerja tahun berjalan dari DIPA 01
Pengadilan Tinggi Agama
Samarnnda.

3.5

Nilai Kinerja
Perencanaan
Anggaran DIPA 04

T —_—— —

Nilai Kinerja Perencanaan
Anggaran:
Efektifitas dengan nilai T5%
yang terdiri dan:
Capaian Indikator Sasaran
Strategis KL (25%)
- Agregasi Capaian IKP Unit
Eselon | (25%)
- Agregasi Capaian RD
Satker (30%)
Efisiensi 25% yaitu agregasi
nilai efisiensi satker
Nilal kinerja perencanaan
anggaran merupakan pengukuran
kinerja tahun berjalan dari DIPA 04
Pengadilan Tinggl Agama
Samarinda.

36 |
| Asel

Indeks Pengelolaan

Alat pengukuran kualitas
pengelolaan barang milik negara
berdasarkan keputusan Menteri
Keuangan. Parameter Indeks
Penglolaan Aset: 1. Pengelolaan
BMN yang akuntabel dan produktif;
2. Kepatuhan Pengelolaan BMN
lerhadap peraturan perundang
undangan; 3. Pengawasan dan
pengendalian yang efektif; dan 4,
Administrasi BMN yang andal,
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244 IDENTIFIKASI RESIKO

Dalam menyusun arah kebijakan jangka menengah Pengadilan Tinggl Agama
Samarinda, tidak cukup hanya menetapkan visi, misi, dan sasaran strategis, Tantangan
nyata di lapangan menuntut agar setiap langkah perencanaan dilandasi cleh kesadaran
akan potensi hambatan yang dapat memengaruhi capaian. Oleh karena itu, identifikasi
dan pengelolaan risike kelembagaan menjadi bagian penting dalam menyempurnakan
proses perencanaan. Risiko-risiko tersebut muncul dari kompleksitas tugas peradilan
yang melibatkan koordinasi lintas unit kerja serta tuntutan akuntabilitas publik yang
semakin tinggl. Menyadari hal ini, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda menempatkan
pengelolaan risiko sebagai bagian tak terpisahkan dari strategi transformasi
kelembagaan vyang berkelanjutan. Pemetaan risiko disusun secara sistematis
berdasarkan tiga sasaran strategis utama yaitu (1) Terwujudnya peradilan yang efektif,
transparan, akuntabel, responsif dan modem, (2) Meningkatnya tingkat keyakinan dan
kepercayaan publik, serta (3) Terwujudnya manajemen peradilan vang transparan dan
profesional.

Setiap sasaran dijabarkan ke dalam bentuk kode risiko, disertai peristiwa konkret
yang pemah atau berpotensi terjadi, langkah pengendalian yang telah diupayakan, serta
rencana mitigasi lanjutan. Pendekatan ini tidak sekadar bersifat teknis, namun juga
mencerminkan komitmen Pengadilan Tinggi Agama Samarinda untuk melakukan
introspeksi kelembagaan secara jujur dan terbuka. Secara keseluruhan, pemetaan risiko
ini memperlinatkan bahwa perencanaan strategis di Pengadilan Tinggi Agama
Samarinda tidak dibuat secara linier dan normatif, tetapi juga mengakomodasi dinamika
institusi yang terus berkembang. Risiko dilihat sebagai bagian dari proses pembelajaran
dan peningkatan muty, bukan sebagai kegagalan. Dengan cara ini, Renstra bukan hanya
menjadi dokumen formal, tetapl juga alat refleksi untuk memperbaiki arah kebijakan,
memperkuat akuntabilitas publik, dan menumbuhkan budaya kerja yang adaptif terhadap
tantangan zaman. Semangat ini diharapkan dapat mendorong institusi peradilan untuk
terus twumbuh sebagai pilar keadilan vang terpercaya dan relevan dalam kehidupan
masyarakat,
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Tabel 2 4 Tabel Resiko

Keterlambatan Penyelesaian | Monitoring SIPP | Optimalisasi manajemen | Kelua dan
Terwujudnya perkara akibat tingginya dan evaluasi perkara dan redistribusi | Panitera
peradilan beban kerja dan keterbatasan | kinerja perkara beban kera
yang efekif, SO secars barkala,
transparan, 50F Jangka
akurtabed, | Wakfu
responsif, Penyelasaian
dan modern Perkara
5512 | Berkas salinan putusan dan | Koordinasi Digitalisasi proses Panitera
barkas parkara bundal A tidak | dengan pihak pengiiman, penyadiaan | Muda
tarkirim, salah Kirdm, atau ekspadisi; sistern tracking dan buktl | Banding
hilang saat dikirim ke pEmenksaan gleklranik pangirman,
pengadilan pengaju kelengkapan serta pelatihan pelugas
berkas sebelum | pengirim
panginimarn,
pancatatan
manual bukl
N penginiman
5513 | Ketarlambatan publikasi Fenunjukan Pengustan pangawasan | Panmud
pulugan pada Direkior petugas unggah | dan peningkatan Hukum dan
Putusan tepat waktu akibat dan pemaniauan | infrastruktur jaringan Admin
kendala teknis dan rutin Cirestar
pengawasan
| 514 | Kesalahan nput data dan Sosialisasi Peningkatan literasi Panitera dan
gangguan teknis dalam perggunaan - digital aparatur dan Tim T PTA
proses pendaflaran e-Court Court kepada | peEngguna; penguatan Samarinda
aparaiur dan infrastruktur T1 (jaringan,
masyarakat; perangkal, dan listrik
pendampingan | cadangany;
bagi pengguna pembeniukan helpdesk
baru, e-Court
pemantauan
gangguan
jaringan
'§51.5 | Gangguan sistem informasi | Pameiharaan Penguatan infrastrukiur | Sekretaris
peradilan menghambat BEMVEr dan Tl dan pembentukan tim | dan Tim IT
palayamnan backup data rutin | tanggap gangguan PTA
Samanmda
553 . 552.1. | Pembarian layanan S0P lavanan Penguatan pengawasan | Panfera,
Meningkatnya administrasi peradilan idak informasi dan dan evaluasi berkala Sekretans,
tingkat sesual prosedur dan standar | pengaduan, terhadap pelaksanaan dan Peftugas
kayakinan vang barlaky pelaksanaan layanan; peningkatan Felayanan
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Upaya

Pengendalian
yang Talah
Dilakukan
dan PEnGawWESan kapasilas petugas Terpadu Salu
kepercayasn internal, layanan dan penyediaan | Pintl (FTSF)
public panyediaan media informasi terpaduy
SErana
pengaduan
masyarskal yang
memadai
553 553.1. | Pengembangan kompatans: Mengikutsertakan | Manyusun kalander Kasubag
Terwujudnya AZN belum memenuhi ASN pada pelathan berbasis Hepegawaian
manajemen ketentuan minimal tahunan pelatihan yang ketutuhan (THA dan TI
peradilan sehingga skar kompetensi IF | tersedia saderhana) dan evaluasi
ASN menurun. kernudian capaian pelatihan par
Yang panyampaian info | triwulan,
transparan pelatihan melalul
dan internal satkes,
profesional
Katidakpatuhan presensifam | Penarapan Anabizis pregansi Katua
kerja pada sebagian ASM presens bulanan; penerapan Pengaditan
berpotensi menumunkan skor | elekironis, reward=purishment dan
disiplin IF ASN, lesgguiran SECETE Konsstan; Sekratars
lizanteriulis bagl | pembinaan disiplin
ASN yang berkala cleh pimpinan,
- mielanggar,
5532 | Penyerapan anggaran tidek | Penyusunan Penyesuaian RPD Sekretaris.
SESUA] rencana panarikan rancana secara herkala berbasis | Kasubag
dana {deviasi penarikan dana progres kegiatan; Renprog dan
tinggimanumpuk di akhir {RPD) dan pengendalan jadwal Kasubag
tahun) sehingga nilai IKPA manitoring pelaksanaan kegiatan Keuangan
ITHERYLITLIF. realisasi bulanan, | sejak awal tahun; sany | Pelaporan
rapat evaluasi waming untuk cevigs: >
panyerapan | batas toleransi,

_ - | dengan liap unit. | _

' Terjad keterlambatan atau Checklist Standansasi SOP Kabag
ketidaktertiban admmnistrasi kelengkapan pembayaran dan Umum dan
pembayaran dokunmen pengadaan; penjadwalan | Keuangan,
(EPPISPMRonirak/pelaporan) | sobelum batas wakiu pangajuan Kasubag
sehingga indikator kepatuhan | pengajuan tiap bulan; auditinternal | Keuangan
dan efaklivitas IKPA turun. SPRSPM; reviu | kelengkapan dokumen dan

internal cleh per tiwudan. Pelaporan,
FFK/Bendahara; dan
pendampingan Bendahara
oparator. F'm'ugnulu.lanm_1

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 PTA SAMARINDA 1 63



Upaya
Pangendalian
yang Telah
Dhlakukan

Perinkian Risiko

Perencanaan anggaran Reviu RKA-KL Fanyusunan anggaran Sakrelars,
kurang presisi (targetioutput | Internal sebelum | berbasis kebutuhan rii Kabag P,
tidak selaras dengan pagu) | diajukan: dan data historis; forum | Kasubag
sehingga kuaktas RKA-K/L konsultas| sinkronisasi oulput-target | Renprog
rendah dan sering larjadi dengan unit lintas unit; pembatasan
revisl. leknis; revisi non-priaritas,

pengecekan

kecesuman

) pagu-outpt.

S534 | Data aset BMN teak akuratl | Rekonsiliasi data | Stock opname fsik Kasubag
bdak mutakhir sehingga nilai | BMN berkala; minimal semeasieran; TURT &
Indeks Pangelolaan Aset pencatatan pembaruan data BMN Pengeiola
PR, mulasi aset olsh | segera setelah mutasi: BMN

pengelola BMM, | verifikasi silang antara
pEngecakan pihak pengguna barang
dokumen dan pengelala BRM.
paralehanmibah,

5535 | Pamanfasten dan Panjadwalan | Penyusunan rencana Kasubag
pemeliharian aset balum pameliharaan pemeliharaan tahiunan TURT &
optimal (aset idie/rusak ringan | rulin; laporan berbasis kondisi; Fengeiola
tidak. ditindaklanjutl) sehingga | kondisi aset dan | monitoning aset idie dan | BMN
indikator unit pengguna; usukan
pemanfaatan/pemeliharaan perbaikan |ka pemanfaalan'redistribusi;
rendah. ada kerusakan perbaikan cepat untuk

basar. kerusakan ringan agar
tidak menjadi rusak
berat
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BAB Il
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN
KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. ARAH DAN KEBIJAKAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif memegang posisi kunci dalam
mewujudkan visi, misi, serta tujuan pembangunan hukum nasional. Arah kebijakan dan
strategi yang ditempuh diarahkan pada program serta kegiatan yang mampu
menuntaskan persoalan hukum dalam kerangka jangka menengah, sekaligus
menghadirkan dampak nyata bagi peningkatan efektivitas dan efisiensi peradilan di
Indonesia. Seluruh sirategi tersebut dirancang selaras dengan mandat dan fungsi
Mahkamah Agung, serta terhubung erat dengan kebijakan nasional yang lebih luas untuk
menghadirkan peradilan yang berintegritas, profesional, dan akuntabel.

Dalam konteks itu, penguatan independensi peradilan menjadi fokus utama
kebijakan Mahkamah Agung karena merupakan fondasi kepercayaan publik terhadap
hukum. Independensi yang kokoh diperlukan agar kelembagaan peradilan benar-benar
berdiri mandiri, sehingga hakim dan aparatur peradilan dapat menjalankan tugasnya
secara bebas, objektif, dan terbebas dari intervensi pihak mana pun. Upaya ini diperkuat
melalui kebijjakan yang menitikberatkan pada kemandifian keuangan peradilan,
penyempumaan regulasi terkait confempt of court, peningkatan transparansi dalam
rekrutmen, promosi, dan mutasi hakim, serta penguatan pengawasan internal untuk
mencegah penyalahgunaan kewenangan. Dengan demikian, prinsip independensi
diharapkan menjadi pijakan bagi terbangunnya peradilan yang semakin berintegritas dan
profesional dalam melayani masyarakat,

Di sisi lain, Mahkamah Agung juga dituntut adaptif terhadap dinamika hukum dan
perubahan sosial yang berlangsung cepat, baik di tingkat nasional maupun global.
Kemajuan teknologl, transformasi masyarakat, dan tantangan hukum transnasional
menuntut lembaga peradilan memiliki kemampuan untuk bergerak lincah dan responsif.
Karena itu, Mahkamah Agung mengembangkan strategi untuk memperkuat daya
tanggap terhadap perkembangan regulasi dan praktik hukum. Langkah ini mencakup

REMCAMA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 PTA SAMARINDA | 65



peningkatan kapasitas hakim dalam menangani perkara berkompleksitas tinggi,
pengembangan serta penguatan digitalisasi peradilan, dan integrasi kebijakan yang
menopang terwujudnya keadilan berbasis teknologi,

Untuk mempertegas koniribusinya dalam sistem hukum nasional, kebijakan
siralegis Mahkamah Agung bertumpu pada tiga pilar uwtama. Pertama, peningkatan
efektivitas dan efisiensi penyelesaian perkara sebagai prasyarat bagl terwujudnya
peradilan yang inklusif dan berkeadilan. Hal ini dilakukan melalui penguatan akses
keadilan lewat layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum), pelaksanaan sidang di luar
gedung pengadilan, serta optimalisasi layanan digital seperti e-Court, e-Litigasi, dan e-
Berpadu. Kedua, penguatan integritas dan profesionalitas hakim serta aparatur peradilan
guna menjaga mufu putusan dan memperkukuh kepercayaan masyarakat, Pilar ini
diwujudkan melalui reformasi seleksi hakim, penguatan pola pembinaan karier, dan
peningkatan efektivitas pengawasan internal. Ketiga, peningkatan kapasitas organisasi
badan peradilan agar semakin mandiri, modern, dinamis, dan akuntabel, melalui
restrukturisasi kelembagaan, penguatan kemandirian anggaran, serta modernisasi tata
kelola administras| berbasis teknologi.

3.1.1. Meningkatkan Efektifitas dan Efesiensi Penanganan Perkara untuk

Mewujudkan Peradilan yang Inklusif dan Berkeadilan

Efektivitas dan efisiensi dalam penanganan perkara merupakan pilar utama untuk
mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan, Mahkamah Agung akan terus
memperluas akses flerhadap keadilan melalui penguatan pos bantuan hukum
(posbakum), penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan, serta penyediaan
layanan hukum bagi kelompok rentan, Inisiatif ini diarahkan untuk menekan kesenjangan
akses keadilan yang selama ini menjadi hambatan besar bagi masyarakat miskin dan
kelompok marginal.

Sejalan dengan itu, modernisasi sistem penanganan perkara akan semakin dipacu
melalui penerapan teknologi digital seperti e-Court, e-Litigasi, dan e-Berpadu. Kehadiran
sistemn ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, meminimalkan penundaan proses
hukum, serta mempercepat pelaksanaan putusan. Dengan pemanfaatan teknologi,
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Mahkamah Agung dapat memastikan bahwa peradilan tidak hanya berlangsung lebih
cepal, tetapi juga semakin transparan, akuntabel, dan terpercaya.

3.1.2. Membangun Integritas dan Profesionalitas Hakim serta Aparatur Pengadilan

Integritas dan profesionalitas hakim serta aparatur peradilan adalah pilar utama
dalarm membangun peradilan yang tepercaya dan berwibawa, Mahkamah Agung akan
terus menyempurnakan sistem seleksi hakim agar lebih transparan, akuntabel, dan
benar-benar berlandaskan kompetensi. Pada saat yang sama, pendidikan dan pelatihan
berkelanjutan akan ditingkatkan secara terarah untuk memastikan para hakim selalu
memiliki kapasitas yang selaras dengan dinamika perkembangan hukum, kemajuan ilmu
pengetahuan, dan kebutuhan masyarakat.

Selain penguatan kualitas sumber daya manusia, Mahkamah Agung juga akan
mermperkokoh sistem jenjang karier bagi hakim dan aparatur pengadilan. Penataan ini
ditujukan untuk mewujudkan mekanisme promosi dan mutasi yang objektif, terLkur, serta
berbasis merit, sehingga setiap kenaikan karier mencerminkan kinerja dan integritas.
Lebih lanjut, sislem pengawasan akan diperketat dan dimodernisasi guna menutup ruang
penyimpangan dalam pelaksanaan fugas, baik pada ranah teknis yudisial maupun aspek
non-teknis, Dengan langkah-langkah tersebut. integritas peradilan teraga, kualitas
pulusan meningkat, dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan semakin kuat.

3.1.3 Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Badan Peradilan agar lebih Mandiri,
Modem, Dinamis dan Akuntabel

Mahkamah Agung akan melaksanakan restrukturisasi organisasi  untuk
memastikan sistem peradilan yang semakin efisien serta responsif terhadap tantangan
zaman. Salah satu langkah penting dalam agenda ini adalah mendarong kemandirian
anggaran peradilan, agar pengadilan dapat menjalankan fungsinya secara lebih
independen dan meminimalkan risiko intervensi maupun pengaruh kepentingan di luar
badan peradilan. Sejalan dengan itu, regulasi terkall contempt of court akan
disempumakan demi menjaga wibawa, martabat, dan independensi lembaga peradilan.

Di samping restrukturisasi, Mabkamah Agung juga akan mempercepat
modernisasi sistern administrasi kelembagaan melalui penerapan teknologi digital secara
lebih luas. Modernisasi ini mencakup penguatan manajemen perkara, pengembangan
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sistern informasi organisasi, serta penyempurnazn tata kerja kelembagaan lainnya,
Melalui langkah-langkah tersebut, Mahkamah Agung menargetkan terwujudnya
organisasi peradilan yang modern, dinamis, dan akuntabel, dengan kapabilitas yang
terus meningkat sesuai kebutuhan masyarakat.

Drengan berbagai strategi ini, Mahkamah Agung menegaskan komitmennya untuk
memperkuat sistem peradilan yang inklusif, profesional, serta adaptf terhadap
perkembangan hukum nasional maupun global. Arah kebijakan dan strategi yang
diterapkan berujung pada satu tujuan utama, yakni memperkokoh kepercayaan publik
terhadap institusi peradilan, Kepercayaan publik merupakan pilar mendasar dalam
menjaga legitimasi hukum dan memastikan masyarakat memandang peradilan sebagai

sarana penyelesaian sengketa yang adil, transparan, dan dapat diandalkan

Melalui penguatan efektivitas penanganan perkara, pembangunan integritas
hakim dan aparatur peradilan, serta peningkatan kapabilitas organisasi peradilan,
Mahkamah Agung berharap mampu mewujudkan sistem hukum yang semakin kuat dan
berkelanjutan. Dengan demikian, pengadilan tidak hanya hadir sebagai institusi penegak
hukum, tetapi juga sebagai simbol keadilan dan kepastian hukum yang dipercaya olzh
seluruh lapisan masyarakat.

3.2. ARAH DAN KEBIJAKAN STRATEG|I PENGADILAN TINGGI AGAMA

SAMARIND A

Dalam rangka mewujudkan visi Mahkamah Agung sebagai badan peradilan yang
agung serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan hukum dalam RPJMMN
2025-2028, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda menetapkan arah kebijgkan dan
strategl yang terintegrasi, adaptf, serta responsif terhadap tantangan zaman. Arah
kebijakan dan sirategi ini dirumuskan untuk memperkuat fungsi Pengadilan Tinggi Agama
Samarinda dalam memberikan keadilan yang cepat, transparan, berintegritas, dan
inklusit yang mengacu pada arah dan kebijakan Mahkamah Agung yang tertuang dalam
sasaran strategis Mahkamah Agung 2025-2029 yaitu:

1. Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan
Modern;
2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik:
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3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.

Dari tiga sasaran strategis Mahkamah Agung serta hasil analisa terhadap isu strategis
yang telah dilakukan pada BAB |, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda menjabarkan
kedalam empat sasaran program sebagai langkah nyata dalam penerapan arah
kebijakan dan strategi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam rencana strategis
2025-2029 yang ditetapkan sebagai berkut:

3.2.1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan perkara untuk
mewuudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan

Pengadilan Tinggl Agama Samarinda berkomitmen meningkatkan efektivitas dan
efisiensi penanganan perkara melalui layanan yang sederhana, cepat, dan berbiaya
ringan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Momor 48 Tahun 2009 dan
SEMA MNomer 2 Tahun 2014, Dalam penyelesaian perkara tingkat banding, Pengadilan
Tinggi Agama Samarinda menerapkan inovasi percepatan penyelesaian perkara dengan
target penyelesaian 21 harl untuk perkara perceralan dan 28 har untuk perkara non-
perceraian sebagai bentuk kepastian hukum dan peningkatan kualitas layanan.

Optimalisasi teknologi peradilan digital seperti e-Court, e-Litigasi, dan e-Berpadu yang
terintegras|! dengan manajemen perkara berbasis dala menjadi pendorong utama
percepatan penyelesaian perkara. Penyederhanaan proses berperkara juga dilakukan
untuk menekan waktu dan biaya penyelesaian perkara serta memudahkan para pihak
dalam memperoleh layanan peradilan yang lebih efektif.

Penguatan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) menuju layanan e-Service
turut meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan akses informasi perkara.
Setiap tahapan proses dapat dipantau secara sistematis sehingga penanganan perkara
menjadi lebih terukur, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan sinergi percepatan proses, optimalisasi teknologi  digital, dan
penyederhanaan prosedur layanan, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda meneguhkan
perannya sebagai lembaga peradilan yang modem, responsif, dan berkeadilan,
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Strateqi

- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan perkara melalul percepatan
penyelesaian, penyederhanaan prosedur, serta optimalisasi teknologi peradilan
digital seperti e-Court, e-Litigasi. e-Berpadu, dan penguatan SIPP menuju e-Service.
Upaya ini diwujudkan untuk menghadirkan layanan peradilan yang modern,
transparan, responsif, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh pencari keadilan,

3.2.2. Membangun integritas dan profesionalitas hakim dan aparatur pengadilan,

dilakukan dengan kegiatan Penguatan Kompetensi dan SDM Teknis dan

Mon Teknis

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda senantiasa menempatkan integritas dan
profesionalitas sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan peradilan. Kesadaran
bahwa kualitag layanan peradilan sangat ditentukan cleh kapasitas sumber daya
manusia mendorong lembaga ini untuk terus melakukan pembinaan yang terarah,
berkelanjutan, dan adaptif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat pencari
keadilan. Dalam konteks tersebut, Pengadilan Tinggl Agama Samarinda melaksanakan
kegiatan Penguatan Kompetensi dan SDM Teknis dan Mon Teknis sebagal langkah
strategis untuk memperkuat kualitas aparatur peradilan secara menyeluruh.

Kegiatan ini diarahkan untuk memasfikan para hakim dan aparatur pengadilan
memiliki kempetensi yang mumpuni, baik dalam aspek teknis yudisial maupun dalam
aspek pendukung tata kelola organisasi. Penguatan kompetensi teknis difokuskan pada
peningkatan pemahaman dan keterampilan dalam pelaksanaan fungsi peradilan, mulai
dari pendalaman hukum materiil dan formil, pembaruan kebijakan peradilan, teknik
penyusunan putusan yang berkualitas, hingga penerapan prinsip-prinsip peradilan yang
sederhana, cepat, dan berbiaya nngan. Melalui penguatan teknis yang sistematis,
diharapkan para hakim mampu menjaga ketajaman analisis hukum, ketepatan dalam
pertimbangan, serta konsistens| putusan yang mencerminkan rasa keadilan dan
kepastian hukum.

Di sisi lain, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda juga menaruh perhatian besar
pada penguatan kompstensi non teknis, yang mencakup pembentukan karakter aparatur
berintegritas, peningkatan etika profesi, budaya kera melayani, sera keterampilan
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manajerial dan komunikasi publik. Aspek non teknis ini penting karena profesionalitas
bukan hanya tercermin dan kecakapan bekerja, tetapi juga dari sikap, perilaku, dan nilai-
nilai moral yang melekat dalam setiap pelaksanaan tugas. Dengan pembinaan non teknis
yang kuat, aparatur pengadilan diharapkan semakin mampu menampilkan wajah
peradilan yang bersih, berwibawa, ramah layanan, dan dipercaya oleh masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan Penguatan Kompetensi dan SDM ini juga merupakan
bentuk komitmen Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam mendukung agenda
reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi
(WBK) serta wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM). Nilai-nilai integritas,
akuntabilitas, transparansi, serta pelayanan prima terus ditekankan sebagai budaya kerja
yang tidak dapat ditawar. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya menjadi ruang
pembelajaran, tetapi juga menjadi sarana konsclidasi nilai dan penyamaan persepsi
dalam menjalankan tugas peradilan.

Melalui penguatan kompetensi leknis dan non teknis yang terintegrasi, Pengadilan
Tinggi Agama Samarinda berharap dapat membentuk hakim dan aparatur pengadilan
yang unggul secara keilmuan, kokoh secara moral, serta tangguh dalam menghadapi
tantangan peradilan modemn. Keglatan Ini menjadi pintu masuk penting untuk
memperkuatl kualitas kinerja lembaga, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik
terhadap institusi peradilan agama sebagai penjaga keadilan yang bermartabat.

Pada akhirnya, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda meyakini bahwa
pembangunan integritas dan profesionalitas bukanlah program sesaat, melainkan proses
panjang yang harus dirawat secara konsisten. Dengan SDM yang semakin kompeten,
berintegritas, dan profesional. Pengadilan Tinggi Agama Samarinda siap menghadirkan
layanan peradilan yang semakin berkualitas, adil, dan responsif bagi seluruh masyarakat.

Strateqi

Meningkatkan integritas dan profesionalitas hakim serta aparatur pengadilan melalul
program berkelanjutan penguatan kompetensi teknis (yudisial) dan non teknis, guna
memastikan SDM vyang berkompeten, berintegritas, beretika. dan mampu

REMCAMNA STRATEGIS TAHUMN 2025-2029 PTA SAMARINDA | 71



|

memberikan layanan peradilan yang berkualitas, akuntabel, dan dipercaya
masyarakat.

3.2.3 Peningkatan Kapabilitas Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda

yang Mandiri, Medern, Dinamis, dan Akuntabel

Fengadilan Tinggi Agama Samarinda secara konsisten memperkuat kapabilitas
organizasi sebagai baglan dari komitmen mewujudkan peradilan yang mandiri, modern,
dinamis, dan akuntabel. Penguatan ini penting karena Pengadilan Tinggi Agama
Samarinda tidak hanya berperan sebagai lembaga peradilan tingkat banding, tetapi juga
menjalankan fungsl permbinaan, pengarahan, dan pengawasan terhadap Pengadilan
Agama di wilayah hukumnya. Setiap langkah pembenshan diarahkan agar selaras
dengan tuntutan reformasi birckrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan
penguatan kepercayaan masyarakat terhadap peradilan agama.

Sebagai satuan kerja yang telah meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi
(WEBK) dan Wilayah Birckrasi Bersih dan Melayani (WEBM), Pengadilan Tinggi Agama
Samarinda terus memperkuat integritas aparatur dan budaya kerja bersih. Pembangunan
Zona Integritas tidak lagi dipandang sebatas pemenuhan dokumen, tetapi sebagai upaya
menanamkan nilai profesionalitas, kedisiplinan, keterbukaan, serta orientasi pelayanan
dalam setiap aspek kerja. Upaya mempertahankan predikat WBK dan WBBM diwujudkan
melalul pengawasan internal yang ketat, keterbukaan proses layanan, serta langkah
preventif untuk mencegah potensi penyimpangan,

Pada aspeXx pengawasan, Pengadilan Tinggl Agama Samarinda melaksanakan
pengawasan bidang dan pengawasan daerah secara terencana dan berkelanjutan.
Pelaksanaan pengawasan diperkuat melalui penggunaan Aplikasi E-Binwas, yang
memastikan proses monitoring berlangsung tertib administrasi, terdokumentasi, dan
mudah ditelusuri. Melalui sistem ini, tindak lanjut hasil pengawasan dapat dilakukan lebih
cepat dan tepat sasaran, sehingga kualitas penyelenggaraan layanan peradilan pada
Pengadilan Agama di wilayah hukum letap terjaga dan terus meningkat.

Dalam aspek kelembagaan, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda juga melakukan
evaluasi menyeluruh terhadap beban kerja, sumber daya, dan capaian kinerja satuan
kerja di wilayahnya. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Pengadilan Tinggi Agama
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samarinda memberikan rekomendasi kepada pimpinan Mahkamah Agung uniuk
mengusulkan kenaikan kelas Pengadilan Agama. Kenaikan kelas tidak hanya dimaknai
sebagai perubahan status administratif, tetapi sebagal upaya memperkuat kapasitas
organisasi dalam memberikan layanan hukum yang semakin kompleks,

Seluruh agenda strategis tersebut ditopang oleh penguatan akuntabilitas dan
transparansi melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP). Monitoring dan evaluasi SAKIP memastikan keselarasan antara perencanaan,
pelaksanaan, dan pelaporan kinerja, sehingga efektivitas program dapat diukur secara
objektif, kekurangan dapat diidentifikasi lebih dini, dan perbaikan dapat dilakukan secara
terarah. Transparansi kinerja juga menjadi wujud kesiapan Pengadilan Tinggi Agama
Samarinda untuk dipantau publik dan mempertanggungjawabkan setiap hasil kerja yang
dicapai.

Melalui penguatan integritas pasca pencapaian predikat WBK dan WEBM,
pengawasan berbasis teknologi, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta akuntabilitas
kinerja yang terukur, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berhasil memperkokoh
kapabilitas organisasinya sebagai lembaga peradilan tingka! banding yang mandiri,
modern, dinamis, dan akuntabel. Penguatan ini menjadi landasan strategls dalam
mewujudkan tata kelola peradilan yang efektif dan berorientasi pada peningkatan kualitas
layanan bagi masyarakat.

Slrategi

- Meningkatkan kapabilitas organisasi melalui penguatan integritas pasca WEBK-
WBEM, optimalisasi pengawasan berbasis teknologl, peningkatan kapasitas
kelembagaan, serta penerapan akuntabiitas kinerja yang terukur untuk mewujudkan
Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang mandiri, modern, dinamis, dan akuntabel,

3.2.4. Terlaksananya Dukungan Manajemen pada Pengadilan Tinggl Agama
Samarinda yang Prima dan Optimal
Dukungan manajemen yang prima dan optimal diperlukan untuk memastikan
penyelenggaraan tugas peradilan berjalan efektif dan terkoordinasi. Untuk ifu,
Fengadilan Tinggi Agama Samarinda memperkuat tata kelola perencanaan,
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PEnganggaran, pengawasan, seria pengelolaan administrasi agar selurubh proses
organisasi dapat mendukung pencapaian kinerja secara berkesinambungan. Penguatan
ini diwujudkan melalui penerapan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja,
pelaksanaan pengawasan internal secara rutin, serta menitoring dan evaluasi yang
terstruktur untuk memastikan setiap program berjalan sesuai sasaran.

Dalam aspek pengelolaan anggaran, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda
menerapkan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Penyusunan anggaran
dilakukan secara terukur dan selaras dengan prioritas organisasi, sementara
pelaksanaannya dijaga melalui perjadwalan kegiatan yang disiplin, percepatan proses
pengadaan, serta pemantauan realisasi secara berkala.

Pada pengelolaan aset, Pengadilan Tinggl Agama Samarinda memastikan
penatausahaan yang tertib, akurat, dan sesuai ketentuan. Inventarisasi dan validasi
dilakukan secara berkala untuk menjaga keakuratan data, sementara pemanfaatan aset
dioptimalkan untuk mendukung kelancaran layanan peradilan. Pemeliharaan aset
dilaksanakan secara terencana agar sarana tetap fayak guna dan menunjang kebutuhan

operasional.

Melalui perencanaan yang lebih terukur, pengelolaan anggaran yang disiplin, serta
penatausahaan aset yang tertib dan akuntabel, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda
memastikan dukungan manajemen dapat berjalan prima dan optimal dalam menunjang
peningkatan kualitas layanan peradilan agama.

Strateqi

- Meningkatkan kualitas dukungan manajemen melalui penguatan perancanasn,
penganggaran, pengawasan, serta pengelolaan administrasi dan asel yang efekiif,
efisien, dan akuntabel untuk memastkan kelancaran penyelenggaraan tugas
peradilan dan optimalnya kinerja organisasi.
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3.3. KERANGKA REGULASI

Dalam perencanaan strategis Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, kerangka
regulasi memegang peranan penting sebagai landasan untuk memastikan seluruh
program dan kegiatan berjalan terarah, konsisten, dan sesuai dengan sasaran Renstra
2025-2029. Regulasi menjadi acuan utama dalam penyelenggaraan peradilan tingkat
banding, pembinaan Pengadilan Agama di wilayah hukum, serta penguatan tata kelola
yang akuntabel dan berorientasi pelayanan.

Dukungan Terhadsp Arah

Kahijfkan Pengadilan Timggi
Agarna Sarrarinds

1 | Meningkatkan efektivitas dan

efisiensi penanganan perkara

untuk mewujudkan peradilan

yang inklusif dan berkeadilan

L [i]

Untuk mampercepat proses
administrasi

Optimalisasi pengajuan perkars
perdata tingkat banding melalui
sistern E-Court

perkera,
meningkatkan ransparans,
sarta mempermudah akses

layanan bagi para pihak
2 | Membangun integritas dan | Peningkatan  pengembangan | Untuk memperkuat kapasitas
profesionalitas  hakim dan | kompetensi SDM melalul | hakim dan speratur secars
aparatur pengadilan, | penyusuman praogram | berkelanjutan sahingga
dilekukan dengan kegiatan | pengembangan hmpﬁtmi!patahﬂmaan tugas dapat
Penguatan Kompetensi dan | SDM  beserla mekanisme | dilakukan secara profesional
- S0DM Teknia dan Nom Teknis | evaluasi  pelaksanaan dan | akuntabel, dan  sesuai
PENCapaiannya, furdutan pelayanan peradilan

modeam

3 | Peninghatan Kapablitas | Pengustan dan penyesuaan | Untuk memastikan seluruh

Cwganisasi Pengadilan Tinggi
Agama  Samarnda  vang
Mandiri, Modern, Dinamis, dan
Akuniabel

Standar Operasional Prosedur
(SOP) pada Pengadilan Tinggi

| Agama Samarinda

proses layanan dan lala
kelola kelembagaan berjalan
semakin efektf, konsisten,
dan sesual dengan kebijakan
serna perkembangan regulasi
lerbamu, Pemutakhiran SOP
bammanfaat dalam
| meningkatkan kejelasan alur
kerja, mempearkuat
keordinasl  antarunit, den
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Dukungan Terhadap &rah
Febljkan Pengadilan Tinggi
Agama Samannda

menjaga kuafitas pelayanan
priitslik
Tersksananya Dukungan | Peningkatan kualitas SAKIP | Urtuk memparkuat
Manajemen pada Pengacilan | PTA  Samannda,  medalul. | perencanaan, pengukuran,
Tinggl Agama Samarinda | Panyusunan SOP Pelaksansan | dan evaluasi kinera secara
yang Prima dan Cotimal KMoniloding & Evaluasi Kinana, | lebin terarah dan lerpadu.
Panvusturan Foad Map | Panguatan ragulatif
Panguatan SAKIP, dan | membaniu optimalisasd
Pengembangan inovasi | pengelofaan data kinera.
pendukung SAKIP mendukung pelaporan yang
lakih akurat, sena
MEnoorsng paringkatan
kualitas SAKIP  secara
berkesinambungan sebagai
bagian dari tata  kelola
prganisasi vang efektif dan
akurilabssl,

Tantangan periode 2025-2029, seperti percepatan transformasi digital, kebutuhan
integrasi data perkara. dan meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap layanan yang
cepat dan transparan, menuntut Pengadilan Tinggi Agama Samarinda memiliki regulasi
yang adaptif dan operasional. Regulasi tidak lagi hanya berfungsi sebagai instrumen
pengendalian administratif, tetapi juga sebagai pendorong inovasl, penjamin mutu proses
bisnis. serta sarana untuk memperkuat budaya kerja yang profesional,

Oleh karena itu, penyusunan kerangka regulasi diarahkan untuk mendukung
kebutuhan operasional Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, mulai dari penguatan
layanan banding berbasis teknologi, penyempurnaan mekanisme akuntabilitas kinerja,
hingga penyesuaian prosedur kerja sesual dinamika kebijakan baru. Regulasi yang
terstruktur dan responsif ini menjadi fondasi penting agar organisasi dapat menjalankan
perannya secara efekiif sebagai peradilan tingkat banding dan pembina wilayah.
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Dengan kerangka regulasi yang kuat, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda
memiliki pijakan yang jelas untuk melaksanakan program-program strategis secara
terukur dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kualitas layanan peradilan bagi
masyarakat.

34. KERANGKA KELEMBAGAAN

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda membangun kerangka kelembagaannya
sebagal penopang utama agar seluruh proses peradilan berjalan profesional, modern,
dan terintegrasi dalam satu sistem pelayanan yang utuh. Sebagai pengadilan tingkat
banding sekaligus pembina dan pengawas bagi pengadilan agama di wilayah hukumnya,
Pengadilan Tinggi Agama Samarinda memandang kelembagaan bukan semata susunan
organisasi, melainkan cara kerja yang tertata, selaras, dan berorientasi pada mutu
putusan, ketertiban administrasi, serta kepastian layanan bagi masyarakat pencari
keadilan. Dengan landasan tersebut, setiap unsur lembaga bergerak dalam arah yang
sama untuk menghadirkan layanan hukum yang cepat, transparan, dan berkeadilan.

Dalam menjalankan perannya, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda menekankan
koordinasi yang efektif sebagai fondasi kerja kelembagaan. Koordinasi ini dibangun baik
di dalam lingkungan internal maupun dengan pengadilan agama di bawahnya, Melalui
komunikasi yang jelas, terbuka, dan responsif, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda
memastikan bahwa kebijakan, standar, dan pelaksanaan tugas peradilan dapat
diterapkan secara konsisten di seluruh wilayah, Koordinasi yang kuat juga membuat
dinamika lapangan cepat tertangkap, sehingga pembinaan dan pengawasan fidak
bersifat administratif semata, melainkan benar-benar menjawab kebutuhan nyata di

satuan kerja,

Kelembagaan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda diperkuat melalui pembagian
tugas yang jelas dan kolaboratif. Setiap bagian menjalankan fungsi dan tanggung
jawabnya secara terukur, tetapi tetap saling melengkapi dalam satuy ujuan besar yang
sama. Unsur teknis yudisial mengawal ketepatan penerapan hukum dan kualitas
pertimbangan pada tingkat banding. Kepaniteraan memastikan administrasi perkara
tertib, layanan persidangan berjalan lancar, dan hak para pihak terpenubi secara
prosedural. Kesekretariatan memperkuat dukungan manajerial, perencanaan,
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pengelolaan anggaran, serta layanan publik yang ramah dan tertib. Dengan pola kerja
sepertl inl, setiap fungsi tidak berjalan sendir-sendir, melainkan menjadi rangkaian yang
saling menguatkan untuk menghasilkan kinerja lembaga yang solid.

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda juga menempatkan penguatan sumber daya
manusia sebagai prioritas strategis. Aparatur peradilan yang berintegritas dan kom peten
dipandang sebagai fondasi utama mutu lembaga. Oleh karena itu, pembinaan
berkelanjutan, pelatihan teknis yudisial, peningkatan kapasitas kepaniteraan dan
kesekretarlatan, serta penguatan etika dan budaya kerja terus didorong agar seluruh
aparatur memiliki kesamaan pemabaman tentang arah kelembagaan dan standar
profesionalitas yang harus dijaga. Penguatan ini bermuara pada meningkatnya kualitas
putusan, tertibnya layanan administrasi,. dan semakin humanisnya pelayanan
pengadilan.

Seiring tuntutan masyarakat terhadap layanan yang lebih cepat dan terbuka,
Pengadilan Tinggi Agama Samarinda menderong pemanfaatan teknologi informasi
secara optimal. Digitalisasi proses peradilan dipandang sebagai sarana mempercepat
alur kerja, memperkuat transparansi, dan memastikan akurasi data kelembagaan, Sistem
berbasis elektronik membantu memperiancar administrasi perkara, mempercepal
fayanan bagi para pihak, serla menyediakan informasi yang lebih mudah diakses.
Pemanfaatan teknologi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi internal, tetapi juga
memperkuat kepercayaan publik karena proses layanan menjadi lebih jelas. terukur, dan
dapat dipantau.

Seluruh  langkah kelembagaan tersebut dijaga kesinambungannya melalui
evaluasi dan pengawasan yang terintegrasi. Pengadilan Tinggl Agama Samarinda
memaknai pengawasan sebagal mekanisme pembelajaran organisasi untuk mendorong
perbaikan berkelanjutan, bukan sekadar kontrol administratif, Evaluasi kinerja dilakukan
secara menyeluruh dan berbasis data, sehingga capaian dan kendala dapat diidentifikasi
dengan tepat, lalu ditindaklanjuti melalui langkah perbaikan yang nyata. Dengan pola
evaluasi seperti ini, setiap pengadilan agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama
Samarinda memiliki ruang untuk bertumbuh dan meningkatkan standar kinerja secara
konsisten.
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Pada akhirnya, kerangka kelembagaan yang tertata, sinergi kerja yang kuat,
penguatan sumber daya manusia, dukungan teknologi, serta evaluasi yang
berkesinambungan menjadi satu kesatuan yang mengarahkan Pengadilan Tinggi Agama
Samarinda untuk menghadirkan peradilan agama yang efektif, efisien, dan berorientasi
pada keadilan substantif. Komitmen ini merupakan wujud tanggung jawab lembaga
dalam menjaga martabat peradilan serta memastikan masyarakat memperaleh layanan
hukum yang pasti, adil, dan terpercaya,
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BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

41. TARGET KINERJA

Penyusunan sasaran strategis Pengadilan Tinggi Agama Samarinda perode
20252029 merupakan langkah penting dalam menerjemahkan visi dan misi lembaga ke
dalam arah kebijakan yang terukur dan berorientasi hasil. Sasaran strategis ini menjadi
panduan utama bagi seluruh unit kerja dalam mewujudkan peradilan agama yang
berintegritas, transparan, dan berkeadilan.

Perumusan sasaran strategis Pengadilan Tinggi Agama Samarinda mengacu
pada arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung, serta selaras dengan prioritas
pembangunan nasional, Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010—2035, dan hasil evaluasi
atas pelaksanaan Rencana Strategls periode 2020-2024.

Setiap sasaran strategis dirancang dengan memperhatikan prinsip Specific,
Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-Bound (SMART), agar capaian kinerja
dapat diukur secara objektif dan berkelanjutan. Indikator sasaran sirategis ini
mencerminkan komitmen lembaga untuk memperkuat kualitas pelayanan peradilan,
meningkatkan profesionalisme aparatur, seta memperkokoh integritas kelembagaan
sebagai fondasi tata kelola peradilan yang modern dan terpercaya.

Sasaran Strateqgis 1
Terwujudnya Peraditan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern

Sasaran inl merupakan wujud nyata komitmen Pengadilan Tinggi Agama Samarinda
dalam mewujudkan penyelenggaraan peradilan yang cepat, adil, transparan, dan
responsif terhadap perkembangan zaman melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi
informasi. Melalui sasaran ini, diharapkan tercipta sistem peradilan yang tidak hanya
efisien dalam proses, tetapi juga akuntabel dan mudah diakses oleh masyarakat pencari
keadilan. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran strategis ini
adalah sebagai berikut:
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. Persentase penyelesaian perkara tepat wakfu,

Indikator ini Mengukur efislensi penanganan perkara dibandingkan dengan target
waktu penyelesaian perkara yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku.

. Persentase pengiriman salinan putusan oleh pengadilan tingkat banding kepada
pangadilan pengaju tepat waktu

Indikator ini menilai kecepatan layanan administrasi di pengadilan tingkat banding
pasca putusan dibacakan.

. Persentase putusan yang diunggah ke Direklor Putusan

Indikator ini mengukur sejauh mana putusan pengadilan dipublikasikan secara
terbuka melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung, agar masyarakal dapat
mengakses dan membaca putusan pengadilan sebagai bentuk keterbukaan
informasi dan akuntabilitas lembaga peradilan kepada publik.

. Persentase perkara agama tingkal banding yang menggunakan e-court

Indikator ini mengukur tingkat pemanfaatan layanan perkara berbasis elektronik
oleh pengadilan tingkat banding di Lingkungan Pengadilan Tingg: Agama
Samarinda

Sasaran Strategis 2
Meningkalnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Sasaran ini diarahkan untuk memperkuat integritas kelembagaan dan menumbuhkan
kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan melalui peningkatan kualitas pelayanan
yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna. Keberhasilan
pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja yang mencerminkan
efeklivitas, efisiensi, dan kepuasan publik terhadap layanan peradilan yaitu sebagai
berikut .

. Indeks kepuasan pengguna layanan pangadilan
Indikator ini mengukur kualitas layanan berdasarkan persepsi pengguna terhadap
standar layanan yang telah ditetapkan.
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Sasaran Strategis 3
Terwujudnya Manajemen Peradilan vang Transparan dan Profesional

Sasaran inl bertujuan untuk memperkuat pengelolaan lembaga peradilan secara
terbuka dan profesional, dengan memastikan sefiap kegiatan dan penggunaan sumber
daya dapat dipertanggungjawabkan, didukung oleh upaya peningkatan kualitas sumber
daya aparatur serta pengelolaan keuangan dan aset yang tertata dengan baik. Indikator
kinerja yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran strategis ini adalah sebagai
berikut:

1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)
Indikator ini menilai tingkat profesionalitas aparatur sipil negara berdasarkan
kesesuaian kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan disiplin untuk
memastikan ASN bekerja secara kompeten, berintegritas, dan =esuai standar
jabatan,

2. Nilal Kinerja Pelaksanaan Anggaran
Indikator ini menilai kualitas pelaksanaan anggaran berdasarkan capalan
oulput dan outcome terhadap alokasi anggaran yang tersedia.

3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran
Indikator ini menilai kualitas pelaksanaan anggaran berdasarkan capaian
oufput dan outcome terhadap alokasi anggaran vang tersedia.

4. Indeks Pengelolaan Aset
Indikator ini menilai kualitas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), meliputi
aspek perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, dan
pelaporan aset.

1.2 KERANGKA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi lembaga serta memperkuat peran
Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sebagai pilar penegakan hukum dan keadilan di
wilayah Kalimantan Timur, kebijakan pendanaan difokuskan untuk mendukung
pencapaian fujuan stralegis yang tertuang dalam Rencana Strategis 2025-2029.
Pendanaan diarahkan untuk memperkuat fungsi inti peradilan, meningkatkan kualitas
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layanan publik, serta mendorong transformasi kelembagaan menuju institusi yang
modern, akuntabel, dan inklusif.

Setisp alokasi anggaran disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan nyata
satuan kerja, kapasitas pelaksanaan, serta kontribusi terhadap pencapaian sasaran
kinerjia lembaga. Pendekatan ini memastikan agar perencanaan dan penganggaran
berjalan selaras, berorientasi pada hasil, serta memberikan dampak langsung terhadap
peningkatan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat,

Kerangka pendanaan disusun untuk menjaga keterkaitan yang erat antara sasaran
strategis, target kinerja, dan alokasi sumber daya yang tersedia. Dengan demikian, setiap
program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efisien, terukur, dan berkelanjutan
guna mendukung terwujudnya kinerja lembaga yang optimal. Fokus pendanaan
diarahkan pada peningkatan efisiensi penyelesalan perkara, optimalisasi layanan
berbasis elektronik seperti e-Court, serta penguatan pelayanan publik yang transparan,
cepat, dan berkeadilan.

Selain i, pendanaan juga ditujukan untuk memperkuat tata kelola internal melalul
peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengelolaan aset dan keuangan yang
berbasis kinerja, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung akuntabilitas
dan transparansi kelembagaan. Dukungan anggaran juga diberlkan bagi upaya
memperluas akses keadilan bagl masyarakat, terutama kelompok rentan, melalui
program pembebasan biaya perkara, sidang di luar gedung pengadilan, serta
peningkatan kompetensi hakim dan aparatur peradilan. Dengan kebijakan pendanaan
yang terarah dan berkesinambungan ini, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda
berkemitmen memastikan bahwa setiap sumber daya yang dikelola memberikan manfaat
optimal bagi masyarakat, serta memperkuat terwujudnya peradilan yang berintegritas,
modern, dan responsif terhadap kebutuhan pencari keadilan.
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BAB V
PENUTUP

51. KESIMPULAN

Sasaran strategis dan indikator kinerja Pengadilan Tinggi Agama Samarinda
tahun 2025-2029 disusun sebagai kompas arah kebijakan kelembagaan yang berpijak
pada semangat pembaruan, profesionalisme, dan keadilan. Dokumen ini menjadi
panduan transformasi menyeluruh dalam menjawab dinamika sistem paradilan,
menjangkau harapan masyarakat terhadap layanan hukum yang cepat, transparan, dan
Berintegritas, sekaligus meneguhkan komitmen Pengadilan Tinggi Agama Samarinda
dalam mewujudkan visi dan misi kelembagaan di masa depan,

Tiga sasaran strategis yang ditetapkan mencerminkan fokus Pengadilan Tinggl
Agama Samarinda dalam meningkatkan kualitas proses peradilan, memperkuat
kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, dan membangun tata kelola
kelembagaan yang transparan dan profasional. Setiap sasaran strategis dijabarkan ke
dalam indikator-indikator kinerja yang disusun secara terukur agar proses capaian kinerja
dapat dievaluael secara berkala,

Sasaran pertama menitikberatkan pada peningkatan efektivitas penyelenggaraan
peradilan melalui percepatan penyelesaian perkara, keterbukaan informasi putusan,
serta pemanfaatan teknologi digital untuk memperkuat transparansi dan efisiensi
layanan. Sasaran kedua diarahkan untuk memperkokoh kepercayaan publik melalui
penyelenggaraan pelayanan yang humanis, profesional, dan berorientasi pada kepuasan
pencar keadilan. Sementara itu, sasaran ketiga berfokus pada penguatan tata kelola
xelembagaan yang adaptif, akuntabel, dan berdaya saing, khususnya dalam pengelolaan
sumber daya, anggaran, dan aset yang tertib dan berintegritas,

Penyusunan indikator kinerja strategis dilakukan dengan memperhatikan prinsip
relevansi, keterukuran, dan dampak nyata terhadap peningkatan mutu layanan peradilan.
Setiap indikator tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur pelaporan kinerja, tetapi juga
sebagai instrumen perubahan untuk menghadirkan perbaikan yang berkelanjutan dalam
proses, hasil, maupun persepsi publik terhadap lembaga peradilan. Dengan demikian,
keseluruhan sasaran dan indikator strategis ini menjadi landasan penting bagi
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Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam mewujudkan transformasi kelembagaan
yang lebih transparan, adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, serta berakar pada nilai-
nilai integritas, profesionalisme, dan keadilan dalam setiap aspek penyelenggaraan

peradilan.

J.2. ARAHAN PIMPINAN

Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berkomitmen kuat untuk
mewujudkan visi lembaga, yakni “Terwujudnya Pengadilan Tinggl Agama Samarinda
yang Agung.” Visiinl menjadi arah, semangat, dan sumber inspirasi bagi seluruh aparatur
peradilan agama di wilayah hukum Kalimantan Timur dalam memberikan pelayanan
hukum yang berkeadilan, transparan, dan berintegritas.

Makna dari wvisi tersebut mencerminkan tekad bersama untuk menjadikan
Pengadilan Tinggl Agama Samarinda sebagai lembaga peradilan yang tidak hanya
unggul dalam kinerja, tetapi juga bermartabat dalam moral, berwibawa dalam penegakan
hukum, serta menjadi teladan dalam pelayanan publik. Keagungan yang dimaksud tidak
diukur semata dari capaian administratif atau Indikator kinerja, tetapl dari kemampuan
lembaga dalam menegakkan keadilan secara substantif, memberikan rasa aman hukum
bagi masyarakat, dan menjadi pelindung nilal-nilai kemanusiaan dalam setiap putusan
yang dihasilkan,

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda
menegaskan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 menjadi pedoman
utama dalam sefiap langkah kelembagaan. Renstra ini merupakan panduan arah
kebijakan dan strategi pengembangan lembaga yang disusun berdasarkan evaluasi
capaian sebelumnya. tantangan masa depan, serta kebutuhan masyarakat pencari
keadilan di era transformasi digital.

Dalam rangka memastikan pelak=anaan Renstra secara konsisten dan
berkesinambungan, Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda menginstruksikan
kepada seluruh jajaran, baik di internal Pengadilan Tinggl Agama Samarinda maupun
Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, untuk:
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a. Menjadikan Renstra sebagai acuan utama dalam setiap proses perencanaan,
pelaksanaan, dan evaluasi program kerja. Setiap kebijakan, kegiatan, dan pengambilan
keputusan harus berlandaskan pada sasaran strategis yang telah diletapkan, guna
mencegah tumpang tindih program dan menjamin efisiensi penggunaan sumber daya,

b. Melaksanakan seluruh program dan kegiatan dengan penuh tanggung jawab,
profesionalisme, dan integritas. Setiap satuan kerja diharapkan mampu berkontribusi
nyata dalam mencapai target indikator kinerja, dengan tetap menjunjung tinggi nilai
keadilan, transparansi, dan pelayanan publik yang berkualitas.

¢. Mendorong inovasi dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam
penyelenggaraan peradilan dan manajemen kelembagaan. Transformasi digital menjadi
fondasi penting untuk meningkatkan efektivitas layanan, memperluas akses masyarakat
terhadap keadilan, serta memperkuat akuntabilitas kelembagaan.

d. Melakukan evaluas| dan pemutakhiran pencapalan sasaran strategis secara
berkala, melalui rapat koordinasi, monitoring, dan rapat tahunan. Evaluasi ini berfungsi
sebagai mekanisme pengawasan sekaligus sarana refleksi untuk memperbaiki dan
memperkuat strategi pencapaian visi lembaga.

2. Menumbuhkan budaya kerja yang berorientasi pada kinerja dan integritas. Setiap
aparatur harus menyadari bahwa keberhasilan mewujudkan Pengadilan Tinggi Agama
Samarinda yang agung bergantung pada kualitas pribadi, disiplin, dan komitmen
terhadap pelayanan publik. Oleh karena itu, penguatan nilai-nilai etika, moralitas, dan
profesionalisme harus menjadi bagian dari budaya kerja sehari-hari.

Sebagal langkah nyata dari komitmen tersebut, Pengadilan Tinggi Agama
Samarinda akan menyelenggarakan Sosialisasi Rencana Strategis Tahun 2025-2029
kepada seluruh aparatur peradilan agama di wilayah hukumnya. Sosialisasi ini
dimaksudkan untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, dan memastikan
setiap program dan kegiatan di satuan kerja berjalan searah dengan visi besar lembaga.

Pimpinan mevyakini bahwa keberhasilan pelaksanaan Renstra tidak semata
bergantung pada dokumen perencanaan, tetapi terutama pada komitmen, kerja keras,
dan sinergl seluruh aparatur dalam menjadikannya sebagai pedoman nyata dalam
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bekerja. Renstra bukan hanya dokumen administratif, melainkan fving document yang
dihidupl dalam tindakan dan keputusan setiap hari,

Dengan semangat kebersamaan, inovasi, dan dedikasi yang tinggi, Pengadilan
Tinggi Agama Samarinda bertekad untuk terus memperkuat perannya sebagai garda
lerdepan peradilan agama yang modern, profesional, dan berkeadilan. Melalul langkah-
langkah strategis ini, diharapkan visi “Terwuwjudnya Pengadilan Tinggi Agama Samarinda
yang Agung” dapat benar-benar menjadi kenyataan, sebuah lembaga peradilan yang
dipercaya, dihormati, dan menjadi kebanggaan masyarakat Kalimantan Timur.

53 MEKANISME EVALUASI PELAKSANAAN

Untuk memastikan bahwa sasaran strategis dan indikator yvang telah ditetapkan
dalam Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Tahun 2025-2029 dapat
tercapai secara efektif, diperlukan mekanisme evaluasi yang terstruktur, berkelanjutan,
dan berbasis data. Evaluasi pelaksanaan Renstra dilakukan melalui pengukuran kinerja
secara periodik dengan mengacu pada Indikator Sasaran Strategis (1SS) serta Indikator
Kinerja Utama (IKU} yang telah disahkan. Pengukuran kinerja ini dilaksanakan secara
berkala, balk triwulanan maupun tabunan, guna memperoleh gambaran yang akurat
mangenai tingkat capaian, efektivitas program, dan kesesuaian antara rencana dengan
reallsasi di lapangan. Hasil pengukuran tersebut selanjutnya dituangkan dalam Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP} sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada
pemangku kepentingan, sekaligus menjadi bahan pengambilan keputusan manajaerial.

Mekanisme evaluasi ini juga mencakup evaluasl menyeluruh pada akhir periode
Renstra, yang disusun dalam dokumen evaluasi Renstra untuk menilal capalan akhir,
keberlanjutan program, serta dampak strategls yang dihasilkan. Evaluasi akhir periode
berfungsi tidak hanya untuk mengukur keberhasilan target, tetapi juga untuk menjadi
dasar perumusan kebijakan dan penyesuaian strategi pada periode perencanaan
berikutnya, sehingga kesinambungan peningkatan kinerja organisasi dapal terjaga.

Pelaksanaan evaluasi dilakukan melalul monitoring berkala yang bersifat
sistematis. Monitoring tahunan menjadi instrumen utama untuk memantau kinerja
terhadap sasaran strategis dan |KL, memastikan setiap program berjalan sesuai jalur,
sarta mendeteksi lebih dini potensi deviasl dari target yang telah ditetapkan. Monitoring
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inidikoordinasikan oleh Bagian Rencana Program dan Anggaran Pengadilan Tinggi
Agama Samarinda dengan melibatkan seluruh unsur organisasi, meliputi bidang teknis,
kepaniteraan, kesekretariatan, serta satuan kerja Pengadilan Agama di wilayah hukum
PTA Samarinda, Keterlibatan lintas bidang ini penting agar proses pengumpulan data,
validasi capaian, serta analisis permasalahan dapat dilakukan secara komprehensif dan
objektif,

Hasil monitoring menjadi landasan utama dalam mengidentifikasi hambatan
pelaksanaan program, bak yang bersifat administratif, teknis, maupun sumber daya.
Temuan tersebut kemudian dianalisis untuk merumuskan langkah korektif dan tindak
lanjut yang tepat, termasuk penyesuaian strategi pelaksanaan, penguatan koordinasi,
hingga perbaikan tata kelola program bila diperukan. Dengan demikian, monitaring dan
evaluasi tidak hanya berfungsi sebagai alat pengukuran capalan, tetapi juga sebagai
mekanisme pembelajaran organisasi (orgamizafional learning) untuk mendorong
peningkatan kinerja secara berkelanjutan, menjaga akuntabilitas publik, serta
memastikan seluruh sasaran Renstra 2025-2029 dapat tercapai secara optimal.
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Lampiran 2 Matriks Kerangka Regulasi
Penguatan Regulasi dalam Kewenangan Pengadilan Tinggl Agama Samarinda
Urgensi Pembentukan Berdasarkan

Evaluasi Requlasi Eksisting, Kajian Dan
Panelitian

Arah Kerangka Regulasi
dan/atau Kebutuhan Regulasi

Ui Targel

No Penanggungjawab Penyelesaian

Optimalisasi Pengajuan Transformasi menuju  peradiian  modern | Pimpinan, - TimIT 2026

Perkara Pardata Tingkat menuntut lterselenggaranya layanan banding | Kepaniteraan, Pengadian

Banding melalui E-Court, yang lebih cepat, fransparan, efisien, dan | Hakim Tinggi. Tinggi Agama

metalul - terinfegrasi dengan pemanfaatan teknologi | Pembina dan Samarinda

Informasi, Namun, realitas di wilayah hukum | Pengawas Daerah,

- Sural Edaran Penguatan | pengadiian  Tinggi Agama Samarinda | Pengadilan Tinggi | - Pengadilan
Pelaksanaan Pengajuan menunjukkan bahwa ftingkat pengajuan | Agama Samarinda, Agama di
Banding melalui E-Court perkara perdata melalui E-Cowrt  belum Wilayah Hukum
pada Pengadiian Tingkal | mencapai fingkat optimal. Hal ini disebabkan pengaditan
Pertama oleh sejumlah fakior, antara lain masih Eﬂglg"ﬂd:mﬂ

terbatasnya literasi  digital masvarakat, marin

- m:}mpﬂ"m’;ﬁ“” ketidakterseragaman  kualitas i e

TSI Py elektronik di  Pengadilan ama lingkat
perkara banding melalulE- | anama  serta  kendala 'ﬂﬁmngan r]FEII:farn
Court infrastruktur  teknologi yang  belum

- Memperkuat pembinaan sepenuhnya mendukung.
mengenal pangajuan Kondisi tersebut berpotensi menghambat
perkara banding i percepatan  penyelenggaraan  |ayanan
rnangg:nahan E-Court peradilan yang adaptif, responsif, dan selaras
pada Pengadilan Tingkat | oo - wintutan era digital. Oleh karena iu,

Pertama diperlukan sualu kerangka reguiasl yang
komprehensif, terarah, dan progresif guna
memperkuat  kualitas  informasi  publik,
I meningkatkan kompelensi teknis aparatur,
serta memastikan Kesi@pan infrastrukiur

L digital secara  menyeluruh.  Dengan |
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Arah Kerangka Regulasi
dan/atau Kebuluhan Regulasi

Urgensi Pembentukan Berdasarkan
Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan
Penalitian

tersusunnya  kerangka  regulasi  ini
pemanfaatan E-Courl dalam pengajuan
perkara perdata tingkat banding diharapkan
dapat meningkat secara signifikan, konsisten,
dan berkelanjutan dalam  mendukung
terwujudnya peradilan modemn yang efektif

dan terparcaya.

Unit

Penanggungjawab

Target
Panyelesaian

Peningkatan  pengembangan
kompetensi SDM melalul
penyusunan program
pengembangan  kompetensi
SDM  beserta  mekanisme
evaluasi pelaksanaan dan
pencapaiannya.

Penguatan dan penyasuaian
Standar Operasional Prosedur
(S0P} pada Pengadilan Tingg:
Agama Samarinda, yang
meliputi:

- Penyusunan SOP Reviu
Standar Pelayanan pada
Pengadilan Tinggl Agama
Samarinda.

| 20252027

Program pengembangan kompetensi SDM | Pimpinan, Hakim - Mahkamah
beserta mekanisme evaluasi pelaksanaan | Tinggi, Panitera, Agung

dan pencapaiannya diperfukan uniuk | dan Sekretaris

memastikan perencanaan dan pelaksanaan - Subbag
pengembangan kompetensi SDM berjalan Kepegawaian &
lebih fterarah, terstandar, dan sesual T

kebuluhan organisasi, serta tersedianya ;
mekanisme EU-!;IUEIEI yang sistematis ur?’;’lm - Pengadilan
mengukur  efektivitas  pelathan  dan Agama So-
mendukung  peningkatan  profesionalitas Kalimantan
aparalur di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Timur
Samatinda )

S0P yang berlaku saat ini perlu diperbarui | Panitera dan Panmud Hukum 2026
agar selaras dengan kebijakan peradilan | Sekretaris | dan Sub Bag
terbaru dan dinamika kebutuhan layanan, Renprog

Hasil evaluasi intemal menunjukkan perlunya Pengadilan Tingg
penguatan lata kelola prosedural guna Agama Samarinda

meningkatkan efeklivitas, akuntabilitas, serta
kualitas pelayanan publik.  Diperlukan
kepastian prosedur kerja yang lerstandarisasi
agar seluruh unit dapat bekerja secara
terarah, konsisten, dan sesuai regulasi.
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Arah Kerangka Regulasi

dan/atau Kebutuhan Regulasi

Pelaksanaan reviu dan
pemutakhiran SOP secara
menyeluruh untuk
memashikan kesesuaian
daengan peraturan terbaru,
kabuluhan organisasi,
sarta prinsip pelavanan
prima.

Peningkatan Kualitas Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) di Wilayah
Pengadilan Tinggi Agama
Samarinda

Penyusunan SOP
Pelaksanaan Monitoring
dan Evaluasi Kinerja
Pengadilan Tinggl Agama
Samannda

Penyusunan Road Map
Program Penguatan SAKIP

Fengembangan Inovasi

pendukung penguatan
SAKIP

Urgensi Pembentukan Berdasarkan
Evaluasi Regulasi Ek=isting, Kajian Dan
Penalitian

Unit
Penangqungjawab

Upaya peningkatan kualitas SAKIP di wilayah
Pengadilan Tinggi Agama Samarinda
merupakan  langkah  strategis  dalam
memperkuat lata kelola pemerintahan yang
berorientasi pada kinerja, efisiensi, dan
ransparansi. Hasil evaluasi menunjukkan
bahwa Implementasi SAKIP pada sebagian
satuan kerja masih menghadapl tantangan
substantil dalam aspek  perencanaan,
pengukuran, pengedolaan dala, dan
pefaporan kinea. DOi  samping  itw,
kelerbatasan aparatur yang tersertifikasi dan
memiliki kompetensi teknis di bidang SAKIP
menyebabkan kualitas cascading kinera,
penyusunan  indikator, serta  penyajian
evidence belum berjalan secara konsisten di
saluruh wilayah. Kesenjangan kompetensi
tersebul berdampak pada belum optimalnya
integrasi antara dokumen perencanaan,
pelaksanaan, dan pelaporan kinerja.

Oleh karena itu, diperlukan kerangka regulasi
yang komprehensd, adaptif. dan berorientasi
peningkatan kapabilitas  untuk  memandu

Unit Terkait
Penyelesaian

Pimpinan, Panitera,
Sekretalis, dan Sub
Bagian Rencana
Program dan
Anggaran
Fengadilan Tinggi
Agama Samarinda
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Urgensi Pembentukan Berdasarkan Unit Terkait

i Eksisti i Unit Target
Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan _ :
Penalitian Penanggungjawab Panyelesaian

No Arah Kerangka Regulasi
dan/atau Kebutuhan Regulasi

penguatan kualitas perencanaan kinera,
penajaman mekanisme evaluasi internal
penyempurnaan  pengelolaan data dan
evidance, serta pengembangan kompetensi
aparatur secara berkelanjutan. Penguatan
regulatif ini diharapkan mampu meningkatkan
nilai SAKIP secara signifikan pada seluruh
saluan  kerla, sekaligus memperkuat
penyelenggaraan peradilan  yang efektif,
akuntabel, dan memiliki daya saing flinggi
dalam mendukung pencapaian  tujuan
strategis organisasi.
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Lampiran 3 Matriks Sasaran dan Indikator Strategis

Terwujudnya
peradilan
yang efektif,
transparan,
akuntabel,
responsit dan

miodern

Persentase
penyelesaian
perkara
secara tepal
wak

Kamus Indikator

Indikator ini bertujuan untuk member kepastian hukum
kepada para pihak pencar keadilan;

Perhitungan penyelesaian perkara lingkal banding secara
tepal waklu yailu penyelesaian perkara sejak mendapatkan
nomod register hingga perkara di minutasi sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

Jumiah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang
harus diselesalkan (sisa awal tahun dan perkara yang
masuk);

Jumiah Perkara Yang Ada = Jumiah Perkara Yang Diterima
Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya;

12

Persentase
pangiriman
salinan
putusan tepat
wakitu oleh
pengadilan
tingkat
banding
kepada
pengadilan
pengaju

Rumus Indikaloy

Jumlah perkara
yang diselesaikan
lepat wakiu dibag

jumiah perkara
yang diselesaikan
X 100%

Indikator ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum
kepada para pihak pencari keadilan;

Kinerja pengiriman salinan pufusan yang dilakukan secara
elekironik/pinak keliga dengan penjelasan yaitu 1) Kinerja
pengiriman salinan putusan dengan metode pengirman
elekironik dihitung sejak perkara diputus sampal salinan
putusan diupload melalui SIP {Sistemn Informasi Pengadilan),
2) Kinerja pengiriman salinan putusan melalui pihak ketiga
dihilung sejak perkara diputus sampal salinan putusan
dikirim ke pengadilan pengaju.

1.3

Persentase
putusan
pengadilan
yang
diunggah
pada direktori
pulusan

Jumlah salinan
putusan yang
dikirimkan kepada
pengadilan
pengaju secara
lepat waktu dibag
jumlah perkara

yang diputus x
100%

Indikator inl  bertujuan  unluk  mengukur kepatuhan
pengaditan  tingkat banding untuk melakukan unggah
putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat
perkara diminutasi

Jumiah putusan
yang diunggah
pada direklor
putusan dibagi
|umlah putusan
yang telah
diminutasi x 100%

Perzen
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Meningkatnya
Tingkat
Keyakinan

dan

Kepercayaan
Publik

21

Persentase
perkara
agama tingkat
banding yang
menggunakan
e-court

Indeks
kepuasan
peEngouna
layanan
pangacdilan
berdasarkan
standar
layanan yang

ditetapkan

Kamus Indikator

Adminisirasi perkara secara elektronik adalah serangkaian
proses penerimaan gugatan /parmohonan
fkeberatan/bantahan/perlawananfintervensi,  penerimaan
pembayaran, penyampaian  panggilan/pemberitahuan,
lawaban, replik, duplik, simpulan, penerimaan upaya hukum,
serta pengelolaan, penyampaian dan  penyimpanan
dokumen perkara perdala agama dengan menggunakan
sistem elektronik.

Persidangan secara elekironik adalah serangkaian proses
memeriksa dan mengadili perkara cleh Pengadilan yang
dilaksanakan dengan dukungan teknolog! Informasi dan
komunikas,

Perkara perdata tingkat banding adalah perkara perdata
yang diajukan upaya hukurn banding.

Jumlah perkara perdata yang mengajukan upaya hukum
banding melipull jumiah perkara perdata vang mengajukan
upaya hukum banding secara elektronik melalui e-Court dan
perkara perdata yang mengajukan upaya hukum banding
secara konvensional.

Rumus Indikator

Jumiah perkara
perdata agama
tingkat banding
yang diajukan
menggunakan &
Court dibagi
jumlah perkara
perdala agama
tingkat banding
yang diajukan
¥100%

Satuan

Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakal
pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan
dengan kriteria sebagal berikut

= Persyaratan;

o Sistem, makanisme, dan prosedur;

Waktu penyelesaian:

Biaya/tarif:

Produk spesifikasi jenis pelayanan.

Kompelensi pelaksana;

Perilaku pelaksana;

Penanganan pengaduan, saran dan masukan;

Sarana dan prasarana

™ S R e R < T

Indeks kepuasan
pengguna

layanan
pengadilan

Milai
Indeks

REMCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 PTA SAMARINDA | 80



Terwujudnya
Manajemen
Peradilan
yang
Transparan
dan

Profesional

Indikator

Indeks
Profesionalitas
Aparatur Sipil
Negara (IP
ASN) Satuan
Kerja
Pengadilan

Kamus Indikator

Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)

3.2

Milai Indikator
Kinera
Pelaksanaan
Anggaran
(IKPA) DIFA
01 Satuan
Kerja
Pengadilan

a3

Milai Indikator
Kinerja
Pelaksanaan
Angoaran
{IKPA) DIPA
04 Satuan
Kerja
Penpgadilan

Rumus Indikator

Indeks

terdiri dari: Profesionalitas Indeks

o Kompetensi (40%) Aparatur Sipil

o Kinerja (30%) Nagara (IP ASN)

= Kualifikasi (25%)

= Disiplin {5%)

Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara {IP ASN)

dipercieh dari gabungan rata-rata atas nilai IP ASN Aparatur

di Pengadilan Tinggi Agama Samarinda

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: Nilail Kinerja Nilai

o Revisi DIPA (10%) Pelaksanaan

o Penyerapan Anggaran (20%) Anggaran DIPA

o Penyelesaian Tagihan {10%) 01

o Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilal IKPA)

= Deviasi Hal. 3 DIPA (15%)

= Belanja Kontraktual (10%)

o Pengelolaan UP dan TUP (10%)
Capadan Cutput (25%)

hlllal kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran

kinerja tahun berjalan dari DIPA 01 Pengadilan Tinggi

Agama Samarinda

Milai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: Nilai Kinerja Nilai |
Revisi DIPA [10%) Pelaksanaan
Penyerapan Anggaran (20%) Anggaran DIPA
Penyelesaian Tagihan (10%) 4

Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA)
Deviasi Hal. 3 DIPA (15%)

Belanja Kontrakiual (10%)

Pengelolaan UP dan TUP (10%)

o Capalan Output (25%)

Milal Kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran
kinerja tahun berjalan dari DIPA 04 Pengadilan Tinggi
Agama Samarinda

S0 o a9 09
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Indikator Kamus indikator Rumus Indikator Satuan
Nilal Kinerja - Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: Niai Kinerja Nital
Perencanaan o Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: Perencanaan
Anggaran = Capaian Indikator Sasaran Stratagis KL {25%) Anagaran DIFA
DIPA 01 o Agregasi Capaian IKP Unit Eselon | (25%) ik

o Agregasi Capaian RO Satker {30%)
o Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker
Milai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran
kinerja tahun beralan dari DIPA 01 Pengadilan Tinggi
Agama Samarinda .
3.5 | Nilai Kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran, Nilai Kinerja Nilai
Perencanaan o [Efekiifitas dengan nilai 75% yang terdin dari: Perencanaan
Anggaran = Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) Anggaran DIFA
DIPA 04 o Agregasi Capaian IKP Unit Eselon | (25%) 04
o Agregasi Capalan RO Satker (30%)
o Efisiensi 25% yaitu agregasi nilal efisiensi satker
Milal kinerja parencanaan anggaran merupakan pengukuran
Kinerja tahun berjalan dar DIPA 01 dan 04 Pengadilan Tinagi
= Agama Samarinda .
3.6 | Nilai Indikator Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk | Milai Indikator Milai
Pengelolaan mengukur kualitas fata kelola barang milik negara Nilai | Pengelolaan Aset
Asel (IPA) Indeks Pengelolaan Ase! merupakan pengukuran kinera (IPA) Satuan
Saluan Kerja tahun berjalan, Kerja Pengadilan
Pengadilan
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